
GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DINAS 
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan pada
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang 
transparan dan akuntabel, perlu disusun Standar 
Operasional Prosedur Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di­
maksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat 
berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar
Opeiasional Prosedur Pelayanan Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Uridang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 terbang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahup 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Und'ang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048);

GUBERNURJAVIATcNGAH 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
I , 

NOMOR 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DINAS 
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI j/l.WA TENGAH 

GUBERNUR JAWA TENGAH, · 

Menirnbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan pada 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang 
transpa:"an dan akuntabel; perlu disusun Stander 
Operasional Prosedur Pelayanan; 

b. bahwa berdasark&n pertimbangan sebagaimana di­
maksud dalam huruf a, agar pelaksa~aannya dapat 
berdayaguna dan berha~ilguna, maka perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar 
Ope1 asional Prosedur Pelayanan Ornas Pendapatan 
Daerah Provinsi Jawa Tengati; 

Mengihgat : 1. . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jaw~ Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ter,+ang Pajak 
Daerah d&n Retribusi Daerat (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 

· sebag~imaria telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Jahun 2000 tentong Perubahan Atas 
Undang-Undi~ng Nomor 18 Tahun 1997 tentang·Pajak 
Daerah Dan Retribusi Dae.-ah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negsra Republik Indonesia 

· Nomor 4048); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Ncmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 ||:mor 108, Tambahan 
Lembara i Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 3< 76);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomcr4138);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10
4 Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak 

Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 1985 Seri D Nomor 17);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas 
Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas 
Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, 
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina 
Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan 
Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, 
Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas 
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan; Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan 
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah
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3. Undang-Undang Nomor 32 iahun 2004 te"ntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,- Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana tela:, diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perub~han Atas Undang-Undang 
Ncmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Menjadi Undang-Unc!ang (Lembc=.ran Negar& Republik 
Indonesia Tahun 2005 ,,:-mar 108, Tambahan 
Lembara·1 Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Repu:)lik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik lndonesi9 
Nomor 3"'76); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Namer 4138); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor 4139}; '. ' .•~ 

7. Peraturan Daerah Pr~vinsi Jawa Tengah Nomor 10 
· Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak 

Ketiga Kepa~a Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 1985 Seri D Nomor 17); 

. . 
8. Peraturan c,aerah Provinsi Jawa Tengah Nomor -7 

Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas 
Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas 
Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, 
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina 
Marga, Dines Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber ~aya Air, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Petemakan, Dinas Perikanan 
Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, 
Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas 
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan _ 
Perdagangan; Dinas Kes~hatan, Dinas Pertambangan 
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah 
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(Lembaran Daerah Provins' Jawa Tengah Tahun 2001 
Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, 
Fungsi Dan Susunan Organisasi Susunan Dinas 
Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas 
Pelayanan Keperasi Dan Usaha Kecil Menengah, 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina 
Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan 
Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, 
Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas 
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan 
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 
Nomor 3, Seri D Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 
daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan 
Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Kesejahteraan * Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas 
Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, 
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina 
Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan 
Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, 
Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas 
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan 
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2006 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas 
Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha 

• 
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(Lembaran Dae'rah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 
Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Kedudukan, Tug as Pokokt 
Fungsi Dan Susunan Organisasi Susunan Dinas 
Kesej~hteraan Sosial 1 Dinas Pariwisata, Dinas 
Pelayanan Keperasi Dan Usaha Kecil Menengah, 
Dinas Tenc3Qa l<erja dan Transmigrasi, Dinas Bina 
Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pe,,gelolaan Sumber 11aya Air, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan 
Dan Kelau!an, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, 
Dinas Perhubungan Dan Telel<omunikasi, Dinas 
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Di~1as PArtambangan 
Dan Energi, Din-as Pendapatan Daera:, dan Dinas Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 
Nomor 3, Seri D Nomor 3); 

9. Peracuran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 
daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan 
Organisasi •: Uni!.: •Pelnksana Teknis · Dinas 
Kc:sejahtP-raan · $6sial, Dinas Pariwisata, Dinas 
Pelayanan Koperasi Dan Us3ha Kecil Menengah, 
Dinas Tenaga Kerja Oan Transmigrasi, Dinas Bina 
Marga, i~inas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dim~s Petemakan, Dinas Perikanan 
Dan Kelautari, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, 
Dina·s Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas 
Pendidik;n Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan, Dinas Kesohat::tn, Dinas Pertambangan 
Dan Ene!"Qi, Dinas Pendapatan D_8erah dan Dinas Lalu 
Lintas Don Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Oaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002. 
Nornor 15) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2006 te;--;tang Pembentukan Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit 
Pelaksana Taknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas 
Pariwisata, Dines Pelayanan Kopcrasi Dan Usaha 
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Kecil Menengah, Dinas Tenaga Ker,a Dan 
Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman 
Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumbei Daya 
Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas 
PeternaKan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas 
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan 
Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, 
Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, 
Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5, 
Seri D Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 
(Lembaran Daarah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 
Nomor 67);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2002 Nomor 68);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2002 Nomor 69);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah 
Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2002 Nomor 71);

14. Peraturan Daerah Provins» Jawa Tengah Nomor 9 
Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Dan 
Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 73);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2002 Nomcjr 89);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 
Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Diatas Air 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 
Nomor 114);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan 

' I 
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Kecil Menengah, Dinas Tenaga Ke(a Dan 
Transmigrani, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman 
Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumbe, Daya 
Air, Dim=is Pert&nian Tanaman Pangan, Dinas 
PeternaKan, Dinas Perikanan nan Kelautan, Dinas 
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan 
Dan · Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan 
Kebudaya8n, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, 
Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, 
Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan 
Angkutan .Jalan Ptovinsi Jawa Tengah. (Lembaran 
Daerar. Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5, 
Seri D Nomor 5); 

10. Peraturan Dc1erah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2002 1':'!ntang Pajak Kendaraan Bermotor 

-,. (Lembaran Daarah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 
Nomor 67); 

11. Peraturan Da~rah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2002 tentang Bea Batik Nama Kenda~aan 

· Bermotor (Lernbaran Daerah Piovinsi Jawa Tengah 
Tahun 2002 Nomor 68); 

r 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
r ahun 2002 Nomor 69); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah 
Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2002 Nomor71 ); 

·14. Peraturan Daerah Provins• Jawa Tengah Nomor 9 
Tahun 2002 · tentang Pajak Pengambilan Dan 
Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 73); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 ·1 
Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2002.Nomc>r 8Q); · 

16. Peraturan Daerah Prcvinsi Jawa Tengah Nomor 16 
Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Diatas Air 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 
Nomor 114); 

17. Peraturan DaerAh Provinsi Jawa Tongah Nomor 17 
Tnhun 2003 tentang Bea Batik Nama Kendaraan 



Diatas Air (Lembaran Daerah Piovinsi Jawa Tengah 
Tahun 2003 Nomor 115);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 
Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa 
Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2004 Nomor 47 Seri C Nomor 2);

19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63/KEP/M.PAN/7Z2003 tentang Pedoman 
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur1 Negara 
Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman

/ Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah;

21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Apardtur Negara 
Nomor KEP/26/m.PAN/2/2004 tentang Petunjuk 
Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam. 
Penyelenggaiaan Pelayanan Publik;

22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 
2002 tentang Penjabaran Tugau Pokok dan Fungsi 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA 
TENGAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah adalah Unit Pelayanan Pen­

dapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Standar Operasional Prosedui Pelayanan adalah merupakan ukuran 

yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pengawasan 
mutu dan sertifikasi benih, yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau 
penerima pelayanan.

5. Prosedur Pelayanan adalah tata cara tahapan pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 
pelayanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/f' 
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Diatas Air {Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 200~ Nomor 115); 

18. Peraturan Daerah Provi'lsi Jawa Tengah Nomor 12 
Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa 
Ketatausa~aan (Lembaran Daerah Provir.si Jawa 
Tengah Tahun 2004 Nomor 47 Seri C Nomor 2); 

19. Keputusan Menteri Pendayagunac:n Aparatur Negara 
Nomor 63/KEP/M. PAN/7 /2003 t~ntang Pedoman -
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

20. Keputusan Menteri· Pend~yagunaan. Aparatur Negara 
Nomor KEP12S/M.PAN/2/20C'4 tentar19 Pedoman 
Umum Penyusunan lndeks Kepuasan Masyarakat Unit 
Pelayanan l~stansi Pemerintah; 

21. Keputus~n Menteri Pendayagunaan Aparstur Nepara 
Nomor · KEP/26/m.PAN/2/2004 tentang Petunjuk 
Tcknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalarr. 
Penyelengga1 aan Pelayanan Publik; 

22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 
2002 tentang Penjabaran Tuga.; Pokok dan Fungsi 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA 
"i"ENGAH. 

SABI 

KETt:NTUAN UMUM 
F'asal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yana dimaksud dengan : 
1. Gubernur adalah Gubernur Jd.wa Tengah. 
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

3. Unit Pelayanan Pendapatan Daeri;ih adalah Unit Pelayanan Pen­
dapatan Daerah Dinas Pend8patan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

4. Standar Operasional Prosedu1 Pelayanan adalah merupakan ukuran 
yang dibakul<an dalam pt,nyelenggaraan pelayanan pengawasan 
mutu dan sertif1kasi benih, yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau 
penerima pel~yanan. 

5. Prosedur Pelayanan adal3h tata cara tahapan pelayanan yang 
diberikan kep:1d8 masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 
pelayan8n serta peraturan peiundang-undangan yang berlaku. 
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6. Persyaratan pelayanan adaiah persyaratan teknis dan administratif 
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanannya.

. 7. Pelayanan Pendapatan Daerah adalah jenis pelayanan yang 
merupakan tugas pemungutan pendapatan daerah yang diserahkan 
dan menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah.

BAB II

VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN,

Pasal 2
(1) Visi Dinas adalah menjadi Dinas yang mampu mewujudkan 

pendapatan yang optimal guna kemandirian pelaksanaan otonomi 
daerah dengan dilandasi pelayanan yang memuaskan bagi 
masyarakat.

(2) Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Dinas mempunyai misi:
a. Mengupayakan pencapaian target
b. Mengupayakan koordinasi.
c. Meningkatkan kelancaran sistem.
d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan.
e. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan 
adalah agar penyelenggaraan pelayanan pemungutan pendapatan 
daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat waktu.

(2) Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan 
adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang 
sederhana, transparan, akurat dan akuntabel.

BAB Ih

^STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
( Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

z

Pasal 5

Mekanisme Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalarr Lampiran 
II Peraturan Gubernur ini.
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6. Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif 
yang diperlukar- untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 
pelaya "lannya. 

, · 7. Pelayanan Pendapatan Daerah adalah jenis pelayanan yang 
merupak.an tugas pemunguiari pendapatan daerah yang diserahkan 
dan menJadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah. 

BAB II 

VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN, 

Pasal2 

(1) Visi Dinas adalah menjadi Dinas yang mampu mewujudkan 
pendapatan 1ang optimal gun~. kemandirian pelaksanaan otonomi 
daerah dar.gan dilandasi pelayanan yang memuaskan bagi 
masyarakat. 

(2) Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )1 

Dinas mempunyai misi : 
a. Mengupayakan pencapaian target. 
b. Mengupayakan koordinasi. 
c. Men1ngkatkan kelancaran sistem. 
d. Melaksanakan pembiiiaan dan pengendalian mutu pelayanan. 
e. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. 

Pasal3 

(1) Maksud ditetarkannya Standar Operasional Prm;edur. Pelayanan 
adalah agar penyelenggaraan pelayanan pemungutan pendapatan 
daerah dapat berjalan efektif, efisien, den tepat waktu. 

, (2) Tujuan ditetapkannya Stander Operasional Prosedur Pelayanan 
adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang 
sederhana, transparan, akurat dan akuntabel. 

BABIU 

/.,..-STANDAR OPERASIONAL PROSEDl.JR FELAYANAN 

' Pasel4 
Stan*r Operasional Pro~edur Pelayanan Dinas sebagai:nana 
terca tum rJalam Lampiran I Peraturan Gubernur. ini. · 

✓ 

Pasal 5 

Mekanisme Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalarr. Lampiran 
r I Peraturan Gubernur ini. 



7

Pasal 6

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 17 Juli 2006
GUBERNUR JAWA TENGAH

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 20 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWATE AH

BERITA ROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 54

7 

Pasal6 

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Ill Peraturan Gubemur ini. 

BABIV 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal7 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepa1a Dinas. 

Pasal8 

Peraturan Gubemur ini mulai berJaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggaJ 20- Juli 2006 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 

JAWA TENGAH, 

ttd 

MARDJIJONO 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 17 Juli 2006· 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

MARDIYANTO 

SERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR i;4 

JDIH3
Typewritten text



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 54 'i'AHUN 2006 
TANGGAL 17 Juli 2006

JENIS 
PELAYAN 

AN
PERSYARATAN PROSEDUR 

PELAYANAN
WAKTU 

PENYELESAIAN BIAYA PRODUK
SARANA 

PRASARANA
KOMPETENSI 

PETUGAS

Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 
(PKB)

1. KTP/ Tanda 
Jati Diri yang 
sah

2. Akte Pendirian 
(bagi Badan 
Hukum)

3. Bukti 
Pembayaran 
PKB tahun 
yang lalu bayi 
kendaraan 
lama dan 
faktur/ 
kwrtansibagi 
kendaraan 
baru.

4. Persyaratan 
lain yp?g 
ditentukan 
oleh POLRI

Pendataan:
Pendataan PKB dilakukan 
Dinas cq Unit Pelayanan 
Pendapatan Daerah di SAM­
SAT, bersamaan dengan pe­
ngurusan SWJR dan STNK 
Pendaftaran:
Kegiatan yang dilakukan oleh 
Wajib Pajak PKB di Kantor 
SAMSAT, dengan mengisi 
Surat Pendaftaran Dan Pen­
dataan Kendaraan Bermotor 
(SPPKB)

3. Penetapan:
Kegiatan untuk menentukan 
besarnya PKB yang harus di­
bayar, sesuai ketentuan yang 
berlaku dan ditetapkan de­
ngan meneroitkan Surai Ke­
tetapan Tanda Bukti Pem­
bayaran (SKTBP)

4. Pembayaran:
Wajib Pajak membayar PKB 
yang besarnya sesuat 
SKTBP pada Pemegang Kas 
Penerima / PKP di Kantor 
SAMSAT

. Penagihan :
Kegiatan vang dilakukan apa­
bila dalam batas waktu yang 
telah ditentukan (30 hari) Wa­
jib Pajak tidak me’aksondkari 
pembauran.

6. Pengembangan:
• Informasi besarnya PKB 

lewat SMS 7070
- On-tine antar SAMSAT se- 

Jawa Tengah
- Pembayaran PKB melalui 

fasflitas Perbankan

1.

2.

Proses pendataan 
sampai dengan 
pembayaran PKB 
1 jam.

SANKSI

PETUGAS
WAJIB PAJAiy 

RETRIBUSI/ 
IUR

TEMPAT

Tidak dipungut bi­
aya pelayanan 
pengenaan pajak 
sesuai dengan 
Tarip

Tarip PKB adalah:

- 1,5 % X Nile5 
Jual Kendara­
an Bermotor 
(NJKB) X Bobot 
untuk kendara­
an bukan umum

- 1 % X NJKB X 
Bobot untuk 
kendaraan 
umum

- 0,5% X NJKB X 
Bobot untuk 
alat-alat berat / 
alat besar.

Surat 
Ketetapan 
Tanda Bukti 
Pembayaran 
(SKTBP) PKB/ 
BBNKB

SARANA
1. Formulir yang 

diperlukan
2. Komputer LAN
3. Komouter on line
4. Meja dan kursi 

kerja
5. Meja dan kursi 

wajb pajak

PRASARANA

1.
2.
3.
4.

Gedung Kantor 
Ruang tunggu 
Genset
Pendingin ruangan

5. Pesawat TV
Halaman parkir 
Kantin
Tempat Ibadah 
Ruang Foto Copy

6.
7.
6.
9.

10. Kamar kecil / toilet
11. Workshop TNKB
12. Kotak Saran
13. Papan informasi

Pengetahuan:

- Peraturan 
yang 
menyangkut 
PKB

Ketrampilan:

- Teknik pela­
yanan prima

- Pendidikan 
teknis perpa­
jakan dan ke- 
Samsatan

Sikap:
- Komunikatif
- Empati

Jujur
- Tanggap
- Kerjasama
- Sabar

- Sesuat PP 30 
Th 1D80 
tentang 
Peraturan 
Disipkn PNS

- Sesuat Perda 
Nc 3 Tn

-2002 *?utang 
PKB

1. Teriambut 
daftar 2% per 
bulan

2. Terlambat 
Bayar 2% 
per bulan.

46 Kantor 
Bersama 
SAMSAT 
se Jawa 
Tengah

-
JENIS PROSEOUR 

NO PELAYAN PERSYARATAN PELAYANAN AN 

1. Pendataan: 
1 Pajak 1. KJP/ Tanda Pendataan PKB dilakukan 

Kendaraan Jati Din yang Dines cq Unit Pelayanan 
Bermotor sah Pendapatan Daerah di SAM-
(PKB) SAT, beraamaan de:,gan pe• 2. Akte Pendirtan ngurusan SWJR dan STN:<: (bagiBadan 

2. Pendaftaran : H!.lkum) 
Kegiatan yang dilakukan ohm 

3. Buk1i Wajib Pajak PKB di Kantor 
Pembayaran SAMSAT. 1engan mengi&I 

I PKBtahun St.rat Pendeftanm Dan Pen-
dataan Kendaraan Berr:1otor yang lalu bayi 

kendaraan (SPPKB) 
lama dan 3. Penetapan: 

. faktur / Kegiatan untuk menentuk.an 

I 
kwitansi bagi besamya PKB yang ha!US di-
kendaraan I b~'Y ~esual ketentuan yan9 . 
bc!lru. I bE-nalw dan ditetaptan de-

r n9an meneroiilcan ~l.lfa1 Ke-
4. PmyMatan tetapan Tanda Bukti Pem-. lain Y"~ bayaran (SKTBP) 

ditL-:ituk?fl ,4. Pembayaran : 

I 

olehPOLRI Wajib Pajak memba;-ar PKB 
yang besamya sesuai 
SKTBP pada Pemegang Kas 

I Penerima / PKP di Kantor 
SAMSAT 

"' Penagihan: 
I I i Kegiatan vang dilakukan apa-

I 
I 

bda dalam batas waktu yang 

i telah dftenWkan (30 hari) Wa-
.;ib Pajii,lr :.icbk m,:,1a!<'i:in.thr. 

I pe•,aran. 
6. Pengembangan : 

• lnbmasi besamya PKB 
1ewat SMS 7070 

- On-fine antar SAMSA T se,.. 
JawaTenph 

- Pembayamn PKB mefalui 
fnlltas Perbankan 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

WAKTU SARANA 
PENYELESAIAN BtAYA PRODUK PRASARANA 

Proses pendataan Tidak dipungut bi- Surat SARANA 
sampai dengan aya pelay&nan Ketetapan 1. Formwir yang 
pembayaran PKB pengenaan pajak Tanda Bukti diperfukan 
1 jam. sesuai dqan rembaya13n ~- K:,mputer LAN 

Tarip (SKTBP) PKB/ 3. Komouter on line 
&BNKB 4. UeJa clan kursi 

Tarip PKB adalah: kerja 

- 1,5 <;l X NH.el 5. Meja dan ku,i>i 

Juat Ke~ra- wa!1bpajak 
an B.;:::motor PRASARANA 
(NJKa) X Sabot 
untuk kendara- 1 . Gedung Kantor 
an bukan u1t1um 2. Ruang tunggu 

3. Genset 
• 1 %XNJKBX 4. Per,dingrn ruangan 

£lob« untuk 5 PesawatTV 
kendaraan t;. Halaman parkir 
umum 7. Kantin 

S. Tempat lbattah 
• 0,5% X NJKB X ~ 9. Ruang Foto Copy 

Bobot untuk 0. · Kamar kecil I toffet 
alat-alat berat I 11. Worka!>op TNKB 
alatbesar. 2. Kotak Saran 

3. Papan informasi 

I I 

I 

I 

LAMptRANt 
PERATURA'N GUBERNUR JAWA TENGAH 
NCMOR 54 'fAHUN 2006 
TANGGAL 17 Juli 2006 

SANKSI 
KOMPETENSt I WAJIB PAJ/>:.'J 

P!:TUGAS PETUGAS RETRIBUSU 
TEMPAT 

IUR 

Pengetahuan : - Ciesuai pp 30 1. Terlambbt 46 Kantor 
Th1~ da:Wr 2% per Bersama 

- Peraturan tentang bulan SAMSAT 
yang P~b.ntn seJawa 
~ DisiplnPNS 2. Terlambat Tengah 
PKB Bayar2% 

Ketrampilan : 
per bUlan. 

• Sesuai Pert1a 

T eknik pela- N<-. 3 Tn - ·2002 •'!ntang yananprima 
PKB 

. Pendidikt!n 
teknia pe,pa-
jaandan ke-
Samsatan 

Sikap• 

-Komunikatif 
~ Ernpr.i ·• - T::::,ggap 
- Kerjasama 
• SI.bar 

' I 
f 

! 
i 
i 

,j I 
" ~~ /' , 

· I 



SAMSAT.

Penagihan :.

Kegiatan yang dilakukan apa—
biia dalam. batas waktu yang
ditentukan (2 hari) Wajib Pa~
jak tidak melaksanakan pem—
bayaran‘

_ Pengembangan
- On—Iine antar RAMSAT se-

Jawa Tengah
- Pembayaran BBNKB me—

laiui fasilitas Perbankan

an Umum
- 0,3 % dan’
NJKB untuk
Alat—alat Belat I

alatbesar
Tarif BBNKB atas
penyerahan kare-
na wan'san ada-
lah :

' ~ 0,: ‘/o dan
NJKB untuk
tKendaraan Bu—

‘Q’Qn Umum
- 0,1 .70 dari
NJKB » untuk
Kendaraan
Umum

- 0,03 % dari
NJKB untuk
Alat—alat Beratf
alat besar

JENIS ?

SARANA
r

I

SANKSI
\ ‘

3 PROSEDUR WAKTU KOMPETENS WAJlB PAJAKI”0 MEL/mm” PERSYARATAN
i PELAYANAN PENYELESAQAN B'AYA PRCDUK PRASARANA PETUGAS PETUGAS RETRIBUSII TEMP”
1 IUR

2 Bea Balik 1. KTP/ Tanda Pendataan : Proses pendata Tidak dipungut ba- . Surat SARANA Pengetahuan - Sesuai PP 30 1. Teriambat 46 Kantcr
Nama Ken— Jati Diri yang Pendataan BBNKB dilakukan an sampai deng— aya pelayanan Ketetapan F l'

Th. 1980 daflar 25% Bersama
daraan Ber— sah Dinas cq Unit Pelayanan an pembayaran pengenaan pajak Tanda Bukti 1‘

d'orrr‘lu“ yang ‘ Peratman tentang SAMSAT
motor ‘

. . Pendapatan Daerah di BBNKB 1 jam. sesuai dengan Pembayaran Ipe ukan. yang
k

Peraturan 2_ Terlambat se Jawa
(BBNKB) “(‘8 P?"d'"- SAMSAT, bersamaan Tan‘p yang ber- (SKTBP) 1220/ “Wang ‘1‘ Disiplh PNS Bayar2% r Tengah

an(ba | Ba— 2. Komputer LAN BBNKB PE

dan Hfikum) dengan pengurusan SWJR laku. BBNKB
' _ Sesuai Perda bulan.

dan STNK Tarip BBNKB! .
3. Komputer on [me Ketrampilan: No. 4 Th.

- BUM] Pem- Penéaflafa" I

_ - 1o % dari NJKB 4. Meja dan kursi
_ “Mk pew 2002 :entang

bayaran PKB Keglatan" yang dilakukan untuk Kendara kerja gnan n'ma BBNKB
tahun yang oleh Wajlb 9am BBNKB d: an Bukan

V P

!alu,Kv:Iitans§ Kantor. SAMSAT, dengan Umum 5- Maia dan kursi . Penmdrnar.
jua' bell/buku mengISI Surat Pendaftaran _ 10 % dari NJKB wajlb Pajak ,teknis papa-
penyerahan

‘

Dan Pendataan Kendaraan untuk Kendara ‘

PRASARANA 5 jayan dan ke-
bagl kenda- I

Bermotor (SPPKB). an Umum Samsatal...
raanlam-u dan Penetapan: _ 3 % dari NJKB ;. Sedung: Kant:r : S‘k ‘
Fafturl‘ . Kegiatan untuk menentvk'": untuk Alat-alat 3‘ Guangt ungg lap.
Kwtansubagl besamya BBNKB yang hams Berat l alat 4' pegs; -

‘

E ' Kommikatif
:endaraan :ibayar. sesuai kelentuan besar 5‘ PisawgtmTrcansan ; - Ecnpafi

_aru. yang bedaku dan dfletapkan Tarif BBNKB ll :
I

6: Halaman parkir
; - JUJUf 3

.Persyaratan dengan menerbltkan
_

Surat dan selerusnya 7- Kanfin
- T809939

lain yang ‘

Ketetapan 'landa Bukh Pem— adalah: 8. Tempatlbadah f

. gegasama 2

di‘enmka" ’ baya'aMSKTBp)
— 1 % dari NJKB 9. Ruang Foto Copy .

' a 3'
oleh POLRI

i Pembaydran: untuk Kendara- " 1o. Kamarkecilltoilet
4 Wajlb Pajak untuk membayaf an Bukan n1. Workshop TNKE

Eesamya BBNKB sesual Umum 12. Kotak Sara:-
aKTBP vac/121:2??? Kas

— 1 % dan‘ NJKB 13. PapminfornadPeuenma l antor untuk Kendara- '

No I 
I JENIS i PELAYAN PERSYARATAN 

AN i 

2 Bea Balik 1. KTP/ Tanda 1. 
Nama Ken- Jati Diri yang 
daraan Ber- sah 
motor 

2 . Akte Pe~diri- 1 · 
(BBNKB) 

an(bagi ~a- I 

I dan Hiikum) 

3. Bukti Pem- 2. 
bayaran PKB 
tahu.n yang 
lalu, Kv.litansi 

I jual beli/bukti 
penyerahan 
bagikenda- I raa,1 lam ... dan 3. 
Faktur I 

I Kvd ansi bagi 
kendaraan I 
l;)aru . ! 

4 . Persyaratan 
lain yang 
ditentukan 
oleh ?OLRI I 4. 

I 

( 

I 5. 

I 

I 
I 

I 
I 

<; 
I 
I 

I 

I 

I 

PROSEDUR 
PELAYANAN 

Pendataan : 
Pendataan BBNKB dilakukan 
Dinas cq Unit Pelayanan 
Pendapahn Daerah di 
SAMSAT, bersamaan 
dengan pengurusan SWJR 
dan STNK 

Pendaftaran : 
Kegiatan yang dilakukan 
oleh Wajib i->ajak BBNKB di 
Kantor SAMSAT, d~ngan 
me11g1si Surat Pendaftara'l 
Dan Pen'.lataan Ke,1daraan 
Bermotor (SPPKB). 

Pe,,etapan : 
Kegiatan untuk m:?nentd·~, 
besamya BBNKB yang harus 
:!ibayar, ,;esuai ketentuan 
yang berlaku dan ditetapkan 
dengan menerbitkan Surat 
Ketetapan 1 anda Bulcti Pem-
b~yaran (SKTBP) 

?embaydra,1 : 
Wajib Pajak untuk membayar 
be::;amya BBNK!3 ::;eSuai 
SKTBP !"'ada Pemegang Kas 
Pt.ierima / PKP di Kantor 
SAMSAT. 

Penagihan : 
Kegiatan yang 1ilakukan apa-
bffa dalam. batas· waktu yang 
ditentukan (2 hari) Wajib Pa-
jak Iida !'. melaksanakan pem-
bayaran. 

Pengembangan 
- On-line antar <::AMSAT se-

J a'Nd ~-E: ,7f d:, !.J 
Pembayaran BBNKB mP­
lalui fasilitas Perbankan 

WAKTU 
PENYELESAIAN 

Proses J)f;,1data 
an sampai deng-
an pembayaran 
BBNKB 1 jam. 

' 

BIAVA PRC:>UK 

Tidak dipungut b1- · Surat 
aya pelayanan Ketetapan 
pengenaan pajak Tanda Bukti 
sesuai dengan Pembayaran 
Tarip yang ber- (SKTBP) P:, J/ 
laku. BBNKB 

Tarip t38NKB I 
- 10 % dari NJKB 

untuk Kendara 
an Bukan 
Umum 

- 10 % dc.ri NJKB 
untuk Kenclara 
anUmum 

- 3 % dari NJKB 
untuk Alat-alat 
Berat I alat 
besar 

Tarif BBNKB II I 
dan ,;eterusnya 
adalah : 

- 1 % dari NJKB 
untuk Kendara-

.. 
an Bukan 
Umum 

- 1 % dari NJKB 
untuk Kendara-
.::n Umum 

- 0 ,3 % dari 
NJKB untuk 
Alat-alat Berat I 
alat besar 

Tarif BBNKB atas 
penyerahan kare-
na warisan ada-
lah : 

- 0, 1 ¾ d~n I 

NJKB untuk 
\ Kendaraan Bu­
\ -~n Umuv;m-"-- --"--
n "-1 ,.,, dan· ..., , '- l o 

NJKB · untuk 
Kendaraan 
Umum 

- 0 ,03 % dari 
NJKB untuk 
Alat-aiat Berat/ I 
alat besar 

SARANA 
PRASARANA . 

SARANA 

1. Fornulir yang 
diperlukan. 

2. Komputer LAN 

3. Komputer on fine 

4. Meja dan kursi 
kerja 

5. Me;a dan kursi 
wajib pajak 

PRASARANA 

1 . Gedung Kantor 
2. Ruang tunggu 
3. GC;nset 
4. Pendingin ruangan 
5. Pesawat 1V 
6. Halaman parkir 
7. Kantin 
8. Tempat lbadah 
9. Ruang Foto C-Opy 

10. Ka mar kecil I !oilet 
M 1. Workshop TNKe 
H 2. Kotak Sara., 
M 3. Pap"'n inf:Jrrr,asi 

• 

7 SANKS! 

I KOMPETENSI WAJIB PAJAK/ TEMPAT 

I PETUGAS PETUGAS RETRIBUSI/ 
IUR 

Pengetahuan - Sesuai PP 30 1. Terlambat 46 Kanter 
Th. 1980 daftar25% Bersama 

- Peraturan tentang SAMSAT 
yang Peraturan 2. Terlambat se Jawa 
menyangkut Disiplh PNS l:!ayar 2% per Tengah 
BBNKB bulan. 

- Sesuai Perda 
Ketrampilan : . No. 4 Th. 

Teknik pela- 2002 :entang 

I BBNKB I 
yananprima 

Pendid;:..ar, 
. teknis Perp;,.-
jalran dan lte-

! Samsdtar, .. 

I I I 
I 
! Sikap : I 
1 

• Komunikatif I 
I -Ell1)8ti I 

I 
! 

I - Jujur i I 
- Tanggap I I 

I I 
. - Kerjasama 

I I 
: - Sabar I I ' I I I 

! 
I 

i 
; 

I 
I 

I I 
' ! i 

i i 

I 
i 

' 
I ' 



NO
JENIS 

PELAYAN 
AN

PERSYARATAN PROSEDUR 
PELAYANAN

WAKTU 
PENYELESAIAN BIAYA PRODUK SARANA 

PRASARANA
KOMPETENSI 

PETUGAS

SANI S!

TEMPATPETUGAS
WAJIB PAJAK/ 

RETRIBUSI/ 
IUR

3 Pajak Ba- Data pendukung 1. Pendataan: Proses penyam- Tidak dipungut bi- 1. Surat SARANA Pengetahuan: - Sesuai PP Terlambat Di Kantor
han Bakar penyediaan Kegiatan pendataan Pajak Ba- paian SPTPD, aya pelayanan Ketetapan 1. Formulii yang - Peraturan yg 30/1980 Bayar 2% per Pusat
Kendaraan BBKBdffiap han Bakar Kendaraan Bermo- penerbitan SKPD pengenaan pajak Pajak diperlukan. menyangkut tentang bulan. Dipenda
Bermotor Kab./Kotase tor dilakukan oleh Pertamina dan Pembayaran sesuai dengan Daerah 2. Komputer LAN PBBKB Peraturan dan 37
(PBBKB) Jawa Tengah UPMS IV selaku wajib pungut. dilakukan dalam Tarip (SKPD) 3. Meja dan kursi Disiplin PNS Un<t

yang dibuat oleh 
PT, Pertamina 
(Persero) UPMS 
IV Jawa 
Tengah/DIY.

Selain itu Unit Pelayanan 
Pendapatan Daerah juga 
mengumpulkan data penjualan 
di SPBU guna dijadikan seba­
gai bahan pembanding

2. Pendaftaran :

waktu 2 hari.
Tarip PBBKB ada­
lah : 5 % dari har 
ga pokok BBKB 
sebelum Pajak

2. Bukti 
pelunasan 
PBBKB

kerja
4. Meja dan kursi 

wajib pajak

PRASARANA

Ketrampflan:

- Teknik pelaya­
nan prima

- Pendidikan 
teknis Perpa-

- Sesuai
Perda No. 5 
/2002 
tentang 
PBBKB

Pelayanan 
Pendapat 
an 
Daerah se 
Jateng

Kegiatan yang dilakukan o'ah 1. Gedung Kantor jakan

Wajib Pungut PBBKB (Perta­
mina), dengan memperguna­
kan Surat Pemberitahuan Pa-

2. Ruang tunggu
3. Pendingin ruangan
4. Pesawat TV

Sikap:
- Komunikahf

Jak Daerah (SPTPD) PBBKB. 5. Halaman parkir 
Tempat Ibadah

- Empati 
Jujur

3. Penetapan: 7. Kamar Keci / toilet - Tanggap
Kegiatan Lutuk menemukan 
besarnya Pajak yang harus 
dibayar sesuai ketentuan yang 
berlaku dan ditetapkan de­
ngan Surat Ketetapan Pajak 
Daerah (SKPD).

<

- Kerjasama
- Sabar

4. Pembayaran:
Merupakan kegiatan yang 
dilakukan oleh Wajib Pungut 
untuk membayar besarnya 
pajak sesuai ketetapan yang 
ditentukan dalam SKPD pada 
Kas Daerah dengan memper­
gunakan Surat Setoran Pajak 
Daerah ( SSPD )

5. Penagihan:
1
t

1

Kegiatan yang h aP/kan dpa- 
uila dala.a batas wald" yang 
ditentukan (30 hari) Wajib 
Pungut tidak melaksanakan 
pembayaran.

-

4 Pajak 1.KTP/ Tanda 1. Pendataan: Proses pendata Tidak dipungut bi- 1. Surat SARANA P&jgetahuan: - Sesuai PP 30 Tertambat 37 Kantor
Pengambi- Jati Diri yang Pendataan P2ABT dilakukan an s/d penetapan aya pelayanan Ketetapan 1. Formulir yang Peratui c. i /ang Th. 1980 Bayar 2% per Unit
lan Air sah oleh Dinas Pertamoangar dan 1 hari. pengenaan pajak Pajak diperiukan. menyangkut tentang bulan. Pelayanan
Bawah 
Tanah 2.Akte Pendki- 

an (bagi Ba­
dan Hukum)

Energi Provinsi Jawa Tengah 
Cq. BPPE bersama dengan Dinas

sesuai dengan
Tarip

Daerah 
(SKPD) 2. Komputer LAN

P2ABT Peraturan 
Disiplin PNS

Perxiapat 
an

(P2ABT) Pendapatan Daerah Provhsi 
Jawa Tengah Cq. Uni Pelayanan 
Pendapatan Daerah

Tarip P2ABT ada­
lah 20 % dAri 
N.P.A.AB

2. Bukti 
pelunasan 
P2ABT

3, Meja dan kursi 
kerja

KetrampHan;

- Teknik pelaya­
nan prima

- Sesuai Perda 
No. 7 Th. 
2002 tentang 
P2ABT

Daerah se 
Jawa 
Tengah

NO 

3 

4 

JENIS 
PELAYAN 

AN 

PajakBa­
hanBakar 
Kendaraan 

, Bermotor 
(PBBKB) 

Pajak 
Pengambi­
lanM 
Bawah 
Tanah 
{P2ABT) 

Pl:::RSYAR".TAN 

Data pencMa.rig 
penye<laan 
BBKBdtiap 
Kab./ Kota se 
JawaTengah 
yang dwat oleh 
PT.Pertamina 
(Persero)UPMS 
NJawa 
Tengah/DIY. 

1. KTP/ Tanda 
Jati Oiri yang 
sah 

2. Akte Pendiri­
an (bagi Sa­
dan HubJln) 

PROSEDUR 
PELAYANAN 

1. Pendataan : 
Keglatan pendataan Pajak 8a­
han Bakar Kendaraan Benno­
tor dilakukan oleh Pertamina 
UPMS IV selaku wajib pungut. 
Selain llu Uriit Pela)'1'rian 
Pendapatan Oaerah juga 
mengumpulkan data perijualan 
di SPBU guna dijadikan seba­
gai bahan pemht:nding 

2. Pendaftaran : 
Kegiatan yar,g dilakukan o'.3h 
V'Jajib Pungut PBBKB (Pemt­
mlna), dengan memperguna­
kan Surat Pemberitahuar. Pa­
jak Daerah (SPTPn) PBBKB. 

3. Penetapan : 
Kegiatan L.,;tuk menen;i,kan 
besamya PaJak yang harus 
dibayar sesuai ketentuan yang 
beftaku dan ditetapkan de-. 
ngf:11\ Surat Ketetapan Pajak 
Oaerah ( SKPD ). 

4. Pembayaran: 
Mer..ipakar. kegiatan yanq 
::lilakukan oleh Wajib Pungut 
untuk, membayar bes:Jmya 
pajak sesuai ketetapan yang 
ditentukan dalam SKPO pada 
Kas Daerah dengan memper­
gunakan Surat Setoran Pajak 
Daerah ( SSPD ) 

5. Penagihan: 
Ke<Jiatan yang ri ·af-:::kan dpa­
uila dal .... 1 i.>at;,.,; -Nak:h• yang 
ditentukan (l0 hari) Wajib 
Pungut tidak melak:.anakan 
~-,m:.ieyeren. 

1. Pendataan : 
Pendetaan P2ABT cilakukan 
oleh Dinas Pertamoangal"' dan 
cnergi Provin;;i Ja,·"8 Tengah 
Cq. BPPE_,bersama denglwl Oi1as 
Paldapafal, Daerah PrOWlSi 
Jawa Tengah Cq. ~ Faayinm 
Pendap..ian Daerat, 

WAKTU 
PENYELESAIAN 

Proses penyam• 
paian SPTPD, 
penerbitan SKPD 
dan Pembayaran 
d~akukan dalam 
waktu 2 hari. 

Proses pendata 
an s/d penetepan 
11\ari. 

BIAYA 

Tidak dipungut bi- 1. 
aya pelayanan 
pengenaan pajak 
sesuai dengan 
Tarip 

PRODUK 

Surat 
Ketetapan 
Pajak 
Oaerah 
{SKPO) 

·rarip PBBKB itda- 2. Bulcti 
lah : 5 % dari har peuiasan 
ga pokok BBKB PBBKB 
sebelum Pajak 

Tidak dipungut bi­
aya petayanan 
i)engenaan pafak 
sesuai deogan 
Tarip 

1. Surat 
Ketetapan 
Pajak 
Oaetah 
(SKPO) 

Tarip P2ABT ada• 2. Bukti 
lah 20 % t111ri pelunasar, 
N.P.A.AB P2ABT 

SARANA 
PRASARANA 

SARANA 
1 . Formuli1 yang 

diperfukan. 
2. Komputer LAN 
3. Meja dan k•lf'Si 

kerja 
4. Meja dari kursi 

wajib pajak 

PRASAR.&..NA 
1. Gedung Kantor 
2. Ruangtunggu 
3. Pendingln ruangan 
4. Pdsawat T ,/ 
5. Halaman partir 
,;, Tempat lba-tah 
7. Kam.- Keoil / toilet 

SARANA 
1. Form~r yang 

dipeMan. 

2. Komputer LAN 

3. Meja dan kursi 
kerja 

·l 

.. 

KOMPETENSI 
PETUGAS 

1--------=SAN·.:....c.,;;;..l-=S"-t ____ _. 
WA.He PAJAK/ 

PETUGAS RETRIBUSI/ 

Pengetahuan : 

- Peraturan Yil 
menyangkut 
PBBKB 

t<.etrampilan : 

- Tek:'lik pelaya­
nan prima 

- Pendi.Jikan 
teknisPerpa­
jalum 

Sikai,: 

• Komunika'if 
- Empati 

Jujur 
- Tanggap 
- Kerjasama 
- Sabar 

I 

• Sesuai PP 
3011980 
tentang 
Peratunm 
OisiplinPNS 

• Sesuai 
Perda No. 5 
/2002 
tentang 
PBBKB 

~~tahuein : I -Sesuai PP 30 
...___ ::---. ~--~Th-.1980 raatu, .. ,, Jang 
menyangkut tentang 
P2ABT Perawran 

Ketramp~an : 

- T elcnik pelaya­
nan J)fima 

Oisiplin PNS 

- Sesuai Perda 
No. 7Th. 
2002tentang 
P2ABT 

IUR 

Terlambat 
Bayar2%per 
trJlan. 

Ter1ambat 
Bayar2%per 
bulan. 

TEMPAT 

Oi Kantor 
Pusat 
Oipenda 
dan 37 
U,,it 
Pelayanan 
Pendapat 
an 
Daerahse 
Jateng 

37 Kantor 
Unit 
Peeyanan 
Pe"Ciapat 
an 
Oaerah se 
Jawa 
TeRgah 



SANKSIJENIS‘ PROSEDUR WAKTU SARANA KOMPETENSI WAJIB PAJAKINO PELQEAN' PERSYARATAN PELAYANAN PENYELESAIAN B'AYA PRODUK
. PRASARANA PETUGAS PETUGAS RETR1BUSI/ TEMP”

' IUR

3. ljin Pengam- 2. Pendaftaran : . 4. Meja dan kursi - Pendidikan
bilan ABT(ba— Keg'atm yam, dakukan oleh wajib pajak teknis g

91 yang belum Wajb Pajak P2ABT d Um Perpajakan f

belijin tetap) Pelayanan Pendapamn Daerah, 5-

didaftar dan semlah Wu Suat ‘

diminta untuk Penberialw Pajak DaeraF i

segera me- (SPTPD) PZABT Daerah i

ngurus ijinnya) (SPTPD ) PZABT.

3. Penetapan : PRASARANA jakan ;

Kegiatan gm'; menenfijkan 1. Gedung Kantor Sikap i .

esamya aja yang arus . ; ;

dibayar sesuai ketenfuan yang g Zfiflgg‘mmu ' K°muqmafl ?
'

beflaku dan ditetapkan de- 4' pending“.mangan ' E'E‘Pa“
. - ~ .ulur !

ngan Surat Ketetapan Pajak 5 PesawatTV-
.

— TanagapDaerah (SKPD)P2ABT. 6. Halamanparklr - Kerjasama4. Pembayaran: 7. Kanfin _ Sabar
Wajib Pajak untuk me:..bayar 8. Tempatlbadah
besamya pajak sesuai SKPD 9. Kamarkecill toilet
ke Kas Daerah atau tempat 1U. Kotak Saran
lain yang ditetapkan oIeh Gu- .
bemur (Pemegang Kas Pene~
rimalPKP).

5.- Penagihan :

Kegiatan yang dilakukan apa-
’

bila dalam batas waktu vang l

ditentukan (30 hari) Wajib Pa- I

jak tidak melaksanakan peni—
bayaran.

5 Pajak 1. KTP/ Tanda 1. Pendataan: Proses penu'ata Tidak dipungut . Surat SARANA Pengetahuan: - Sesuai PP 30 Tedambat 37 Kantor
Pengambi— Jati Diri yang Pm P3AP dakukan oleh an s/d penetapan biaya pelayanan Ketetapan 1. Formulir yang Peraturanyang Th. 1980 Bayer 2% per Unit
Ian Dan sah D'nas Pengelolaan Sumber Daya 1 had. pengenaan pajak Pajak : diperlukan. menyangkut tentang bulan. Pelayanan
Pem_anfaat— Air Prow'wsi Jawa Tenaah bersa- sesnau dengan Daerah } 2. Kon1puter LAN p3,“; Pgltatyran Pendapat
an Alrl 2. Akte Pendiri- ma dengan 054135 Cq. Unit Tanp (SKPD) : 3. Meja dan kursa Disaphn PNS an
Permutaan an (bag? Ra- pmpm" Daerah. . P. ;

; kerja KetrampEYar-
Sesuai Ferda

:aemh 5:.-

(PBAP) dan Hukum ) 2. Pendaftaran : ;:;::3;:%
I

' p281asan i 4. Mela dan KUrSI - Teknik‘mlaya—
I No. 7 Th. Erin’s“

3. “an pgpp Kym: .Yang diakaar} deb dariN.P.A.AB . P3AP. i ”"3“” "a!“ 33" ET? 2002 tentang
ha i an “3,1: rank .33."? a Umt Deb ‘ . - - e"9'd' 3" PZABT
f) '9 Vb 9... yanan Permian Daetah, sete— ' PRASARANA l tekms Perva-
15::(1:33; ”a" WW1” Surat Pembenta'- 1. GedungKantor jakan
dan diminta W '33?" 036'?“ (SP'PD) 2- Ruang tunggu .

k pwglw/M 3. Genset Slkap
$319329“ 3_ Penetapan: 4. Pemfingin mangan - Komunikafif

ijinnya) Kegiatan untuk menermkan 5- PesawatTV
_

- 5711133“

besamya Pajak yang harus ' 6- HalanwanPa‘k" ' Jujur
dibayar sesuai ketentuan yang 7- Kanhn ' Tanggap
bedaku den ditetapkan de— 8- Tempatlba'dan ‘ Keqasama
ngan Surat Ketetapan pajak -- 9. Kamarkeml/tmle1 - Sabar
Daerah (SKPD) PSAP 0- K0“ Sara"

My

JENIS 
NO PELAYAN-

AN 

( 
5 Pajak 

Pengambi-
Ian Dan 

I Pemanfaat-

I 
an Air 
Permc ':a<'ln 

I (P3AP) 

I 
I 

' . 

PERSYARATAN 

3. ljin Pengam-

1. 

2. 

1. 

bilan ABT (ba-
gi yang belum 
berijin tetap) 
didaftar dan 
uiminta untuk 
segera me-
ngur us ijinnya) 

KTP/ Tanda 
Jati Diri yang 
sah 

Akte Pendiri-
.::.n (bagi Ba-
dan Hukum) 

ljin P3.AP 
(bagiyang 
belum berijin 
tetap didaftar 
dan !liminta 
untuk segera 
mengurus 
ijinnya) 

PROSEDUR 
PELAYAN.A.N 

2. Pendaftaran : 
Kegiat:Yl yar~ ciakukan oleh 
wa,, Pajak P2ABT d L':lt 
Pelayanan Pendapatan Daerah, 
setelah per)!jsian St.rat 
PembefiahJan Pajak Oaeraf-
(SPTPD) P2ABT Daerah 
( SPTPD) P2ABT. 

3. Penetapan : 
Kegiatan untuk menentukan 
besamya Pajak yang harus 
dibayar sesuai ketentuan yang 
berlaku dan ditetapkan de-
ng'ln Surat Ketetapan Pajak 
Daerah (SKI'D) P2ABT. 

4. Pembayaran : 
Wajib Pajak untuk meI .. ::iayar 
besamya pajak sesua; SKPD 
ke ;~as Daerah atau tempat 
lain yang ditetapkan oleh Gu-
bemur (Pemegang Kas Pene-
rima / l"'KP). 

5, Penagihan : 
Kegiatan yang dilak1•kan apa-
bila clalam batas waktu vang 
ditentukan (30 hari) Wajib Pa-
jak tidak melaksanakan perr-
bayaran. 

1. Pendataan : 
Pendnan P3AP ciakukan oleh 
Di1as Pengelolaan $umber Daya 
Ak Provnsi Jawa T enqah ber:;a-
ma dengan Di-ms Cq. Unit 
Pelayanan Pendapatan Daerah. 

2. Pendaftaran : 
Kegialan yang ciakukan oleh 

I . ,., : . I\ \l\i 3)) , d,31<'. ?3J J) di Ul'\C P~- I 
yanan Pendapatan Daerah, sete-­

t lah pengis;an St.rat Pemberita­
'{uan Pajak Daerah (SPTPD) 
P~ ,_., 

3. Penetapan : 
Kegiatan untuk mener.tukan 
besamya Pajak yang harus 
dibayar sesuai ketentuan yang 
berlaku dan ditetapkan de­
ngan Surat Ketetapan Pajak 
Oaerah (SKPD) P3AP 

,- 7 .. 

WAKTU BIAVA PENYELESAIAN 

I 

Proses pen.;dta Tidak dipungut 
an s/d penetapan biaya pelayanan 
1 hari. pengenaan pajak 

sesuai dengan 
Tarip 

1 arip P3AP 
adalah 20% I 
dari N.P.A. AB I 

PRODUK 

1. Surat 
Ketetapan 
Pajak 
Daerah 
(SKPD) 

~ P :;l(ti ~-
pelunasan 
P3AP. 

SARANA 
PRASARANA 

4. Meja dan kursi 
wajib pajak 

PRASARANA 

1 . Gedung Kantor 
2. Ruang tunggu 
3. Genset 

14. Pendingin ruangan 
5. Pesawat TV r· ~---..... 7. Kantin 
8. Tempat lbadah 
9. Kamar kecil / toilet 

! lJ. Kotek Saran 

I 
I 

! 

SARANA 
1 . Formulir yang 

dipertukan. 
2. Komputer LAN 
3. Meja dan kursi 

kerja 

1. Meja dan Kurs1 
wajib rajak. 

PRASAAANA 

1 . Geaung Y.antor 
2. Ruang tunggu 
3. Genset 
4. Pendingin ruangan 
5. Pesawat TV 
6. Halaman j:,arkir 
7. Kantin 
8. Tempat lbadah 
9. Kamar kecil/toilet 
0. Kotak Saran 

KOMPETENSI 
PETtJSAS 

- Pendidikan 
teknis 
Perpajakan 

jakan 
Sikap 
- Komunikatif 
- Empati 
- .•ujur 
- Tanggap 
- Kerjasamd 
- 3abar 

Pengetahuan : 

Peraturan yang 
menyangkut 
P3AP 

r<etramp:'ar- · 

- Tekni~ ;::::laya-
nan prima 
0 

.. . 
- . e110tc1k':!11 

tekni;. Perpa-
jakan 

Sikap 

- Komunikatif 
- E:npati 
- Jujur 
- Tanggap 
- Kerjasama 
- Sabar 

I 

" 

SANKS! i 
WAJIB PAJAKJ I TEMPAT PETUGAS RETRIBUSI/ ! 

IUR i 
I -

' 

I f 
I 

I 
j 

i 
! 
' ' ' ' 
l 

I 
' 
' 

- Sesuai PP 30 Teriambat 37 Kantor 
Th. 1980 Bayar 2% per Unit 
tentang butan . Pelayanan 
Peraturan Pendapat 
Disiplin PNS an 

: aen;!, o.:: 
Stsu<'!i Ferda - Ja,va I No. 7 Th. Ter ,gah 
2002 tentang 
?2ABT 



« *. » ■» -

NO
JENIS 

PELAYAN 
AN

PERSYARATAN PROSEDUR 
PELAYANAN

. WAKTU 
PENYELESAIAN

BIAYA PRODUK
SAkANA 

PRASARANA
KOMPETENSI 

PETUGAS

SANKSI

TEMPATPETUGAS
WAJIB PAJAK/ 

RETRIBUSI/ 
IUR

6

i1
i'

1-
i
iii
iiii

1

i
i

____

Pajak
Kendaraan 
Diatas Air 
(PKAA)

1. KTP/Tanda 
Jati Diri yang 
sah

2. Akte Pendirian 
(Bagi Badan 
Hukum)

3. Kelengkapan 
surat-surat 
kapal

4. Pembayaran:
Wajib Pajak untuk membayar 
besarnya pajak sesuai SKPD 
ke Kas Daerah atau tempat 
lain yang ditetapkan oleh Gu­
bernur (Pemegang Kas Pene­
rima/PKP).

5. Penagihan:
Kegiatan yang dilakukan apa­
bila dalam batas warctu yang 
ditentukan (30 hari) Wajib Pa­
jak tidak melaksanakan pem­
bayaran.

1. Pendataan:
Pendataan PKAA dilakuka.i 
Dinas Cq. Unit Pelayanan 
Pendapatan Daerah

2. Pendaftaran:
Kegiatan yang dilakukan oleh 
Wajfo Pajak PKAA di Un*t 
Pelayanan Pendapatan
Daerah, setelah pengisian 
Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah (SPTPD) PKAA.

3. Penetaoa.i:
Kegiatan unt.'k menentukan 
besarnya Pajak yang harus 
dibayar sesuai ketentuan yang 
bedaku da i ditetapkan dengan 
Surat Ketetapan Pajak Daerah 
(SKPD) PKAA.

' 4. Pembayaran:
Wajib Pajak untuk membayar 
beoamva pajak sesuai SKPD 
Ke Kas Daerah atau tempat 
lain yang ditetapkan deh Gu­
bernur (Pemegang Kas Pene­
rima/PKP).

5. Penaghan:
Kegiatan yang dilakukan apa­
bila dalam batas waktu yang 
ditentukan (30 hari) Wajib Pa­
jak tidak melaksanakan pem­
bayaran.

Proses pendata 
an sampai de­
ngan penetapan 
1 minggu.

■

Tidak dipungut bi­
aya pelayanan, 
pengenaan pajak 
sesuai dengan ta­
rip yang beriaui 
Tarif PKAA ada­
lah : 1,5% dari 
Ni'ai Jual Kendara 
an Di Atas Air

i. Surat 
Ketetapan 
Pajak 
Daerah 
(SKPD)

Z Bukti 
pelunasan 
PKAA

/---------------

SARANA

1. Formulir yang 
df>eriukan.

2. Komputer LAN

3. Meja dan kursi 
kerja

4. Meja dan kursi 
wajib pajak

PRASARANA

1 Cedung Kan*'>r
2. Ruang tunggu
3. Genset
4. Pendingin ruangan
5. Pesawat TV
6. Halaman parkir
7. Kantin
8. Tempat Ibadah
9. Kamar kecil / toilet
10. Kotak Saran

Pengetahuan
- Peraturan 

yang 
menyangkut 
PKAA

Ketrampilan:

- Teknik pelaya­
nan prima

- Pendidikan 
tehnis Perpa­
jakan

Sikap :
- Komunikatif
- Empati
- Jujur
- Tanggap
- Kerjasama
- Sabar

- Sesuai PP 30 
Th.1980 
tentang 
Peraturan 
Disiplin PNS

- Sesuai Perda 
No. 16 Th. 
2003 tentang 
BBNKAA

TertamLat 
Bayar 2% per 
bulan

37 Kantor 
Unit Pela­
yanan Pen­
dapatan 
Daerah se 
Jawa 
Tengah

I 
I 

! 
! 

I 
I 

I 
' i 
i 
: 

' .. • 

JENIS 
PELAYAN PERSYARATAN 

AN 

I Pajak 

I 
Kendaraan 
D1atas Air 

I (PKAA) 

' 

' 
I 
I 

i 

i 
I 
I 

I 

I 

I 
I 

1. KTP/ land& 
Jati Diri yang 
sah 

2. Akte Pen1irian 
(Bagi Sadan 
Hukum) 

3. Kelengkapan 
surat-surat 
k3pal 

PROSEOUR 
PELAYANAN 

ran: 
Pajak untuk membayar 

4.Pembaya 
Wa';IJ 
besamya 
ke Kas 
lain yang 
bem..­
rima/P 

pajak sesuai SKPD 
Oaerah atau tempat 
ditetapkan oteh Gu-

(Pemegang Kas Pene-
KP). 

n: 
n yang c:filakukan apa-

m batas waictu yang 
n (30 hari) WaJib Pa-

k melaksanakan 

5.Penagiha 
Kegiata 
bBa dala 
dltenluka 
jak Ida I bayarm 

pem-

; 

an: 1.Pendala 
::>endata 
Dinas 
Penda(" 

an PKAA dilakuk&.1 
Cq. ~nit Pelayanan 
!ltan Oaerah 

ran: 
n yang dilakukan oleh 

2. Per,dafta 
Kegiata 
Wajl> 
Pelayan 
Daerah 
SU'ld 
Daerah 

Pajak PKAA di Unit 
an Pendapatan 

' 
setelah p<>ngisian 

Pemberltahuan Pajak 
(SPTPD)P~. 

3. f"'enetao.;,1: 
Kegialar, unt.:!t menerrtultan 
besamya Pajak yang harus 
dibayar sesuai ketentuan yang 
ber1aku da:1 ditetapkan dengan 
Surat Ketetapan Pajak Daerah 
(SKPD) PKAA. 

· 4. Pembayeran: 
'l\taJib Pajak untuk rnembayar , 
be::amva pajak sesuai SKPD I 
Ke Kas O~ah atau tempat I 
121rl ~"9 G!tPtapk~n Ne~ Gu-
bemur (Pemegang Kas f>ene.. 
rima/PKP). 

5.Penaghin: 
Kegiatan yang dilakukan apa-
bila dalam batas waktu yang 
a.tentucan (30 han) Wajib p,-_ 
jak tidak melaksanakan pem-
bayaran. 

WAKTU BtAYA PENYELESAIAN 

Proses pendata Tldak dlpu.,gut bl-
11n r;.ampai de- aya pclayanan, 
n{lan penetapan pengenaar- pajak 
1 minggu. j &eSUS; 1engan t. 

· rip yang befta111.1 
Tarif PKAA ada-
lah 1,5% dari 
Nil'!li Jual Kendara 
an Di Atas AJr 

. 

. 
\ 

-........_ --

.. 

SANK.SI 

PROOUK SAK.ANA KOMPETENS1 WA.JIB PAJAK/ TEMPAT PRASARANA PETUGAS PETUGAS RETRIBUSI/ 
IUR - . 

I 

1. SUrat SARANA Pengeta;1u1,n • Sesu&i pp 30 TertamLat 37Kan1Dr 
Ketetai:an • Peratoran Th.1980 Bayar2%per Unit ;:lee,-
Pajak 1. Formulir y,mg yang tentang bular yara,Pen-
Oaerah dipertukan. menyangktot Pf11'1111.nn dapalan 
(SKPO) 

2. Komputer LAN 
PKAA Dlsiplin PNS l~se 

2. Bukti KP-trampilan : Tenga, 
pelunasan 3. MejG dan kursi - Sesuai Penta 

· PKAA kerja - Teknik pelaya- No.16Th. .·, 
nan prima 2003 tentang 

4. Meja d.Jn kursi BBNKAA 
waj;~pajak - Pendidi":an 

I tehnis Perpa-I 
PRAS.'\RANA I jakan 

1 C~ng KB"'"r Sikap; 
2. Ruang tunggu • Komunikatif 
3.Genset - Empati 
4. Pendingin ruangan • Jujur 
5. Pesawat 1V • Tanggap l 6. rlalaman partcir • Kerjasama 

: 7. Kaolin • Sabar 
• 8. Tempat lbadah 

; 

i 9. Kamar kecil / toilet 

I I 
I 

I ~0. Kotak Saran - I I 

·I I 

I I 



SANKS!

jakan

5 EMS PROSEDUR WAKTU SARANA KOMPETEN81; N0 PELAYAN PERSYARATAN PELAYANAN PENYELESAIAN BIAYA PRODUK PRASARANA PETUGAS PETUGAS Wgfigfiéf’ TEMPATi A”
IUR

7 Bea Balik 1. KTPI Tanda 1. Pendataan : Proses penda- Tidak tipungut bi- 1. Surat SARANA Pengetahuan : - Sesuai PP 30 1. Terlambat 37 KantorNama Ken- Jati Din yang Pendataan BBNKAA dilakukan taan sampai de- aya pelayanan pe Ketetapan 1_ Formulir yang _ Peraturanyg Th. 1980 Daftar 75% UPPDdaraan Dia- sah Dinas Cq. Unit Pelayanan ngan penetapan ngenaan pajak se Pajak Dae- diperlukan. rnenyangkut tentang Dcmndatas Air ” _ _ Pendapatan Daerah 1 minggu. suai dengan Tarip ran (SKPD)
_ BBNKAA Peraturan 2. Terlambat se Jawa(BBNKAA) ~-'*kt° Pend'r'a” 2 Pendaflamn. yangmm 2 Bukfi 2-K°"‘P"‘°'W‘

_ . ‘
Disiplin PNS Bayar2% per Tengahgbzglaadan -Keg|ata'n yang diakuim oleh Talip BBNKAA:

‘

Pelunasan 3-Mel'a dank“ “tramp"an'
‘ sesuaiPerda We"" um)

Wajb Pajak BBNKAA a Unit
B 50, BBNKAA ‘kefla — Tekniklpelaya- No.17Th.3. Kelengkapan Pelayanan PW Daerah, ‘ aru ’°

4. Meja dan kursi nan pnma 2003 tentangsurat—surat seQeIah perm Sum
_ Lama1 % wajib pajak _ Pendidikan BBNKAAkapal Pembentahuan Pajak Daerah

t . p. (SPTPD)BBNKAA - WansanIHibah .“n's ”93'4- 3”"
0,01 % Dari Jaka'.‘Penyerahan 3. Penetapan: Nflai Jual PRASARANA

Sik _hak atas KAA. Kegiatan untuk menentukan Kendaraandi 1. GedungKantor ap.
' .besamya Pajak yang harus Atas Air 2- Ruang iunggu - Komunlkatlfdibayar sesuai ketentuan yang 3_ Genset ' Efl‘Pat'bertaku dan di'tetapkan de-

4.Pendinthuangan ‘ Jujurngan Surat Ketetapan Pajak I

5.PesawatTV ‘ TanggapDaerah (sKF‘D) BBNKAA.
6. Halamanparkir - Kerjasama.
7- Kantin - Sabar4‘ pembaya'a":
8 Tem “tlbadahWajib Pajak untuk membayar 9' K Wk 1 It .I t ,besarnya pajak sesuai SKPD ‘ amarleca 0'6 /kc Kas Daerah amu tempat 10‘K0‘akbaran

lain Vang ditetapkan oleh 1' Gubemuk (Pemegang Kas
;

I Penerima / PKP).
!

5. Penagihan :

;1' Kegiatan yang diIakukan apa- ‘

bila dalam hates wakm yang 5' ditentukan (30 hari) Wajib
j

Pajak tidak melaksanakan
pembayaran.

f B Pelayanan 1. Permohonan 1. Waji‘u Pajak datlng ke Un?‘ 3 hari setelah Tzdak dikenakan kestritusf SARANA I

Pengelahuan Sesuai PP 30 - 37 KantorI Pemberian wajib pajak Pelayanan Pendapatan pengajuan. biaya
. .

| Th. 1980 umResfitusi
. Daerah dengan membawa ‘ 1- Eorrnullryang “ Peramran tentang Feleyauan

l 2. Pengantar dan barks: pennnhonan ; d:penukar.. tentangk PeIatutan Perdapat
l ' Unit . ‘

perpaja an. - - -

anPelayanan 2. Dilakukan perhitungan oleh g 2. KompUtef LAN
K tr 1 _

mp"? PNS
DaaahsePendapatan Dinas.

' 3_ Meja dan kursi e amplan. JM1 _ /‘ ,
Daerah

3. Restritusi dapat dialihkan
l ken: ' 7.8ka peia- Tengah3. Bukti untuk pembayaran pajak ¥

4_ Meja dan kursu yanan pnmakelebihan daerah yang lain atas nama I

wajib pajak _ Pendidikanpemb°yaran dan alamat sama.
; tennis Perpa~

I 

I SANKSI . JENIS PROSEDUR WAKTU SARANA KOMPETENSI NO PELAYAN PERSYARATAN PEl..AYANAN PENYELESAIAN BIAYA PRODUK PRASARANA PETUGAS WAJIB PAJAK/ TEMPAT PETUGAS RETRIBUSI/ 
Al\' 

IUR 

I 

7 Bea Balik 1. KTP/ Tanda 1. Pendataan : Proses penda- Tidak dipungut bi- 1. Surat $ARANA Pengetahuan : • Sesuai PP 30 1. Tertambat 37 Kantor Nama Ken- Jati Diri yang Pendataari BBNKAA dilakukan taan sampai de- aya pelayanan pe Ketetapan 1. Formulir yang - J:'eraturan yg Th. 1980 Daftar 75% UPPD daraan Dia- · sah Dinas Cq. Unit Pelayanan ngan penetape1n ngenaan pajak se Pajak Dae- diperlukan. men~angicut tentang Dir,enda tas Air Pendai,atan Daerah 1 Minggu. suai dengan Tarip ran(SKPD) 9BNKAA Peraturar. 2. Ter13mbat se.JaWa (BBNKAA) ~ .. Akte Pendirian 
2. Pendaftaran : yang berlaku 2. Komputer LAN Disiplin PNS Bayar 2% per Teogah ( bagi Sadan 2. Bukti 

i<etramp~an : Hukum) Kegiatan · yang ciakukal oleh Tarip BBNKAA : pelunasan 3. Meja dan kursi - Sesuai Perda bulan . Waji> Pajak BBNKAA d Unit BBNKAA . kerja - Teknik pelaya- No. 17Th. 3. Kelengkapan Pelayanan Peroapatan Daerah, - Baru 5 % 
4. Meja dan kursi nanprima 2003 tentang . surat-surat setelal1 penr;jsian &rat - Lama1 % wajib pajak - Pendidikan 

BBNKAA 

( 

kapal Pernberitat-uan Pajak Daerah 
tei<nis Perpa-(SPTPD) BBNKAA. . - Warisan / Hibah 4 . Bukl' 

0,01 % Dari jakan Pe, 1yerahan 3. Penetapan : Nilai Jual PRASARANA 
Sikap : hakatasl<.AA . Kegiatan i...ntuk me,1entukan Kendaraan di 1. Gedung Kantor 

: 

I 
besamya Pajak yang harus Atr.sAA - 2. Ruang iunggu - Kor. ;unikatif dibayar scsuai 'tetentuan yang 

3. Genset - En•::,ati berlaku dan ditetapkan de-
4. PendinQin ruangan - Jujur :,gan ~urat Keteta;ian Pajak I 
5 . Pesawat TV - Tanggap 

I 
Dae1ati (:::iKPD) BBNKAA. 

6 . Halaman parkir - Kerjasar,1.; . 
4. Pembaya•an : 17. Kantin - Sabar 

Wajib Pajak untuk membayar 8. Tempat lbadah I 
, 9. Kamar kecil / toilet I I besarnya pajak sesuai SKPD 
110. Kotak ~aran kc Kas D;;erah atau tempat 

I I 
lain ~'ang rlitetapkan oleh 

' Guberr.u"r (Pemegang Kas I 

I I F'enerima I PKP). I 

I 5. Penagihan : I i Kegiatan yang dilakukan apa- / I 
I .. bila dalam batas waktu yang I , 

ditentukan (30 hari; Wajib 
I Pajak tidak melaksanakan I 

pembayaran. . ! 
' !3 

I 
Pelayanan 1. Permohonan I I P~ngetahuan 37 i<.antor 

I 1. Wajii, Pajak dat:.. .19 kt ur.:~ J hc? ~i setel2'i T::iak ;!ikenakao1 I k P.stritus; $ARANA Sesuai PP 30 -I Pemberian wajibpajak Pelayanan Pendap.-tan I pengajuan. biaya I ' I Th. 1980 Uriit I Restitusi Daerah dengan membawa I 1 . Formulir yanQ L - Per~turan tent.mg j: e!'!"J':ll tan 
2. Pe1gantar 1ari I I 

i Ji;,eriu!<.dro. I t~nt;;ng !:::u:;::i~ perm'lho,1a:, 
Peratui an Per,dapat 

I Ur.:t 
perpajakan. 

I 
Oisiplin PNS an Pelayanan 2. Dilakukan perhitungan oleh 2. Komputer LAN 

Dae:ah se 
.. Pendapatan Dinas . 

3. Meja dan kursi 
KetrampHan : 

Jawe Oaerah 
3. Restritusi dapat dialihkan kerjl - Teknik pela- Tengah 

I·-

3. Bukti untuk pembayaran pajak 
4 . Meja dan kui 51 

· yananpnma kelebihan daerah yang lain atas nama 
wc1jib pajak - Pendidik:m pemt-~yara'1 dan alamat sama . 

tehnis Perpa-
jakan ' , 

. 
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SANKS!
‘ JEN|S PROSEDUR WAKTU ’

SARANA KOMPETENSIno PELAYAN PE 5 ”VA-”5 PNAK’AN
R YARATAN PELAYANAN PENYELESAIAN BIAYA PRODUK FRASARANA PETUGAS PETUGAS RETRIBUSII TEMPAT

IUR

PRASARANA Sikap
1. Gedung Kantor -Komunikatif

f

2. Huang tunggu -Empati F

3. Gense‘. -Jujur 3

4. Pendingin - Tanggap :

mangan - Kerjasama ;

5. PesawatTV
3

6. Halarnan pal‘usir -Sabar
f

7. Kanfin
i

8. Tempatlbadah
9. Kamar kecilltoilet
10. Kotak Saran

9 Retribusi Menguhakan, . Pendataan asset-asset milik Proses pendata Tldak dipungut bi- Ketetapan dan 1. Ruang tunggu Pengemhuan: Sesuai PP Sanksi 37WPemakaian memanfaatkan Peme.1'mah Provinsi an sampai deng- aya, sedang be- pembayaran - - TERMS No 30 Tahun adm'nistrasi Peia'yanan
_

Kekayaan asset milik Pe—
‘ Pendaflaran femadap asset— an penetapan samya tarip se- RPKD 2' Komputer Pemungutan 1980 tentang bunga seb‘esar Pendapat ‘Daeran merintah Prov. rzset milik Pcmen’ntah Pau- 30 (tiga .puiuh) suai lampiran Per 3‘ MainKetik Retbusi Peraturan 2%se6ap anberupa vinsi yang akan figunanan I menit ' da Nomor 11 Th. - Kebuakan Disiplin PNS butan Daevaha. RumahDinas Wham” 2°02 4‘ “mm” mwaia'. , Sesuaib. Ruang Kantin

'

. Penempan besamya Tarip 5. BlankolFormulir Perda 11dan Fotocopy Rehibusi temedap asset yang Rembusi Ketrampiian: Tahun 2002C. Gedung/Aula dlgmakanldamanfaatkan de—
_ TeknilkPelayad. Lapangan "QMVSKRD‘ nan P"maTenis . Pembayaran cesamya Re1ri~

Sikap'
‘1

a . ;
.e. Penggunaan 221:8 PKPP bul.a1 PKB I

_ Kommikatiflahanuntuk
- EmpafiParmr
- Keteian Kerja
- Kejujuran
- Responsif
- Kerjasama

10
.
Retribusi Pemenang . Pendataan kayu yang akan Proses pendata- Tldak dipungut bi~ Tanda Bukfi 1. Ruang tunggu Pengetahuan: SesuaiPP ‘: Sanks‘ L635;' Temnat Lelang Hasil dilelang oleh Pemutani mau— an sampai deng- aya, sedang be- pembayaran 2. Komputer

.
- Teknis No 30 Tahun :r‘mm was: éesa‘ :— 3i Fclglanaan Hutan pun Dinas Kehutanan khusus an penetapan samya tarip se~ 3. Mesin kclik Pemungutan 1980(entang ‘

bunga seoesar Um!HasuHuf'tn untuk kayu sitaan 3O (tiga puluh) suai lampiran Per 4. Kalkuiafnr Retribusi Peraturan 2%setjap Pelaranan
‘ . Per-defiaran pesertafleiang menit da Nomar 17 Th. 5. Bianko/fcrmufir . - Kebijakan Disiptin PNS - {Man . P93412921. . Penetapan hmmya :arif 2002 Remus tentang " anRctribusi dengan SKRD. Kepegawalan Sesuai Daeah. Pembayaran besamya Retri-'-k Perda No.17busi ke PKPP bukan PKB I \ ....__.._._.. Keirampilan: Tahun 2002 LelangBBNKB ‘ -

'

- Teknik Ked
- Pelayanan termn»
Prima ] 11mg pada

. kebijakan
Sikap: PM- Kommikatif

1

JENIS 
~:o PELAYAN PERSYARATAN - AN 

9 Retribusi Menguf'lakan, 
Pemakaian meme,nfaAtkan 

.!<ekayaan asset milik Pe-
Oaera:, rnerint::ih Prov. 

berupa 

a. Rumat: Dines 
b. Ruang Kantin 

dan Fotocopy 
C, Gedung/ Aula 
d. Lapan14an 

Tenis 
e. P•mggunaan 

lahar. untuk 
I Parklr 

( 
I 

10 Retrib11si Pemenang 
Temoat Lelanq Hasil 

i F d elanaan Hutan 
Hasii Hi.r.::n 

PROSEOUR WAKTU 
PELAYANAN PENYELESAIAN 

1. Pendataan asset-asset milik Proses pendata 
Peme,intah Pn,vinsi an sa rnpai deng-

penetapan 2. Pendaftaran terhadap asset - an 
30 (tiga , puluh) ~:!;et milik Pt..nerintah P1 , 0-

vinsi yang akan diguna11.an / menit 
<imanfaatlc:an 

3. Penetapan b=smya Tarip 
Retribusi temedap asset yang 
digunakar✓dimanfaatkan de-
nganSKRD. 

4. Pembayaran t -mya Retri-
busi kP. ?KPP oul:a;1 PKB / 
BENKB 

1. Pendataan kayu yang akan Proses pendata-
dilelany oleh Perhutani mau- an sampai deng-
pun Oines Ke:-;utanan khusus an penetapan 
untuk kayu sitaan 30 (tiga puluh) -

-2. Pendaftaran p~a tek.ng menit 
.3. Pent:l.:lpan l,esar11ya ·; arif 

Rctri>usi dengan Si<RD. 
4. Pembayaran besamya Retri\ 

busi ke PKPP bukan PKB / '-..._ 
ABNKB ,_ 

BIAYA PROOUK 

Tidak dipungut bi- . Ke!etapan dan 
aya, sedang be- pembayaran 

tarip se- RPKD samya 
suai lampir11n Per ' 

I da Nomor 11 Th. 
2002 

I 

Tidak dipungut bi- Tenda Bukti 
aya , sedang be- pembayaran 
samya tarip se-
suai lampiran Per 

• -rla , JC'rn >r 17 , ti . 
2002 

SARANA 
PRA~ARANA 

PRASARANA 

1. Gedung Kantor 
2. P.uang tuni;;gu 
3. Genset 
4. Pendingin 

ruangan 
5. PesawatTV 
6 . Halamanpal"Jsi" 
7. Kantin 
8. Tempat lbadah 
9. Kam11r kecil / toilet 
10. Kotak Saran 

1. Ruang tunggu 

2. Komp•rter 

2. W.esin Ketik 

4. ·Kalimlator 

5. Blanko/FormJlir 
Relribusi 

I 

1 Ruang turiggu 
Kornputer 

3. Mesin ktjk 
4. l<''llkufat"r 

, 2. 

I < i S. B en .. o I .crmul r 
Retriblisi 

I 

! 

I 

KOMPETENSI 
PETUGAS 

Sikep 

- Komunikatif 
- Empat; 
-JUjlK 
- Tan2gap 
- Kerjasama 

-Sabar 

Pengetahuan : 
- Teknis 

Pemungutan 
Retruusi 

- Kebijakan 
tentang 
Kepegawai11:. 

Ketrampilan: 
- T tkililkPelaya 

nan P...;ma 

Sikap : 
- Komtrik?.tif 
- Empati 
- Keteian Kerja 
- Kejujuran 
- Responsif 
- Kerjasama 

-
Pengetahuan : 

Teknis 
Perr.ungutan 
Retribusi .. 
K€.b1Je1kan 
tenta:,g 
Kepegawa1an 

Ketrampilan: 
- Teknilk 
- Pelayanan 

Prima 

I 
Sikap : 

- Komunikatif 
- Empati 

' 

-

-

SAtJKSI 

PETUGAS 

Sesuai PP 
No 30Tahun 
: 9SO tentang 
Peraturan 
o.siplin PNS 

Sesuai 
Perda 11 
Tahun 2002 

Sesuai PP 
No JO Tahun 
1 980 tentang 
Peraturan 
' · i Ii 0 s 

Sesuai 
Perda No. 17 
Tahun 2002 

WAJIB PAJAK/ 
RETRIBUSI/ 

IUR 

Sanksi 
ndmilistrasi 
bunga sebesar 
2 %&e1iap 
bulan 

I 

' 

-

S2. :1ks; 
""rnin~ trasi 

I I),_ -j , .ga seo.,sar 
2 % setia;:; 
'" '' n 

TEMPAT 

37 lhit 
Pelayanan 

:Pendap.,t 
;e_h 
Daefl!.h 

Leiar,g 
; O~....c· c;. 2 

Ur-rt 
j Pela-,.anan 
, Per. · _ _ 

an 
Daerah 

Lelang 
Ked 
le~ 
tur.:; ;,ada 
kebijak.an 
Pemutani 

I 

! 
! 
I 
: 
i 
! 
i 
/ 

l 
I 
I 
i 
: 

' : 
! 
i 

: 

; 

' 
i 

i 
i 
' 
l 



SANKSI -

NO PEER/SAN
PERSYARATAN

PROSEDUR WAKTU
PR

SARANA KOMPETENSI WMB PMAK/AN PELAYANAN PENYELESAIAN BIAYA ODUK PRASARANA PETUGAS PETUGAS RETRIBUSI/ TEMF’AT

IUR'
- Ketelian Kerja
- Kejujuran
- Responsif
- Kerjasama

11 Retribusi Pengisian . Pendataan obyek-obyek ken— Proses pendata— Tadak dipungut bi- StikerRPJK 1. Ruang Khusus Pengetahuan: Sesuai PP Sanksi 37 UnitPelayanan Blanko: daraan bermotor an sampai de- aya, sedang be- - Teknis Nomor30 Administrasi PelayananJasa
_ ngan penetapan samya tan‘p se- 2' Komputer Penen‘maan Tahun1980 2%setiap PendapatKetata— a. SPPKB - ”new?" besamya Tanf 15 (Iima belas) suai lampiran Per 3 Kalkulator Retnbusi tentang bulan anusahaan b. SKFPD Retnbus: aquan SKRD‘FW menit da Prov. Nomor ‘

- Kebijakan ‘Pemturan Daerah se“mm" '3'" Vang “'98" 12 Th. 2004 4. StempelTanda tentang DisiplinPNS. Jawac. SKFAD samakan dalambentuk TPR
Lunas RPJK Kepegawaian SesuaiPerda Tengah

d. SKPD » Pe'I‘baYara" besamya Rem‘
5. StempelTanda Keframpi'ani No. 121mmDUSI ke PKPP bukan PKB / Betas RPJK _ Teknflk 2004BBNKB
.. . - Pelayanano. Biankol Formuhr Pn'maReam

Sikap :

- Komunikatif
- Empafi
- Ketelian Kerja

12 Sumbangan 1. Surat Pemya- . Dealer/Suhdealcr membuat Proses pendata- Tiid'ak dipungut b— Tanda bukfi 1. Surat Pemvataan - Keiujuran SesuaiPP :70.“Pihak Keti— taan. Kesang- Surat Pemyataan Kesanggtp ‘an sampai deng- aya tetapi penge— pembayaran Kesanggupan ‘- Responsif No3OTahm Feiayananga kepada gupan mem- an memberikan Sumbangan an penetapan 10 naan SPJHsesuai pemberian Sum- - Kerjasama 196mm PendapatDalera‘1 berikan Sum— Pihak Ketiga (sepuluh)menit Kepgub Jateng bangan Pihak Ke- Pengetahuan: Peratutan anAtas Pen- bangan Pihak Nomor 31 Tahun tiga - Teknis DisipliPNS Deerah sejualan Ken- Ketiga - Dealer/gub dealer dengan 2004 Penerimaan . Jamdaraan melamplrkan fotocopy faktur
Sumbangan Sesuaa Perda Tes'ugahBermotor 2.Faktur penjua! penjualan memberikan sum 2. Tanda Bukti Pem—

_ Kebijakar. Nomor10Baru an kendaraan bangan pihak ketiga melaiui bayaran fantang Tahun1984bermotorbaru PKP bukan PKE pada Unit
Kepegawaian‘[ Pelayanan Pendapatan

i 3. Surat Tanda Setor Ketrampiian 1

I
039”“

I an - Teknilk
, PKP bukan DKB menye'cr—l ‘ Pfiavana"’

kan penen’maan sumbangan .anake M(as Daerah Drsvinsi Jawa Slkap :

. . 1Tengah - Komunlkatlf \- Empafi \ /“———~
- Ketefian Kerja ’

- Kejujuran
- Responsif
- Kerjasama

·, 

. , 
SANKSI · JENIS PROSEOUR WAKTU SARANA. KOMPETENSI ., NO PELAYAN PERSYARATAN PELAYANAN PENYELESAIAN BIAVA PRODUK PRASARANA PETUGAS WAJIB PAJAKJ TEMPAT PETUGAS RETRIBUSli 

AN 

IUR 

- Ketelian Kerja -
- Kejujuran 

I - Responsif 
- KP.rjasama 

11 Retribusi Pengisi~n 1. Pendataan 'Jbyek-obye~ ken- Proses pendata- Tidak dipu.igi.lt bi- Slik~r RPJK 1. Ruang Khusus Pengetahuan : SesuaiPP Sanksi 37 Unit Pelayanan Blanko : daraan bermotor an sampai de- aya , sedang be- - T<!knis Nomor30 Admiristrasi Pe!ayanan Jasa ngan penetapan samya tarip se- 2 . Komputer Penerimaan Tahun 1980 2% setiap Pendapat i Keta:a- a. SPPKl:i 2. Penetapan besamya Tarif 15 (lima belas) suai lampiran Per Retri>usi tentang bulan an 3. Kalkulator I usahaan b. SKFPD 
Retribusi aer.gan SKRO.atau menit da Prov. Nomor - Kebijakan Perabnn Daerah_se Dokumen lain yang diper- 12 ih. 2004 4. Stempel Tanda tcntang Disiplin PNS. Ja-NB C. SKFAD samakan dalam bentuk TPR 

Lunas RPJK Kepegawaian 1engah . 
- Sesuai Perda 

I 
d. SKPD 3. Pembayaran besamya Retri-

5. Stempel Tanda Ketrampilan: No. 12Talvl uusi ke PKPP bukan PKB / 
Bet.as RPJK - Teknilk 2004 BBNK8 

- PE. layanan i 0 . Blanko/ Forrnulir Prima I ! 
Retribusi i Sikap : i 

I 

( 

' - ttomunikatif I I· - Emp:;iti 
, 

I I 
. Ketelian Kerja I ! i i I i 

I -
I I I 

I 12 I Sumbangan 1. Surat Pe111ya- 1. Dealeri3uhdealcr membuat Proses pendata- I Tiidak dipungut b- Tanda uukti 1. Saxat Per:wataan 

I 
- Kejujuran I - $~PP ' 1~ 27 lJnjt I I I Pihak Keti- taan. l~esang- S:1rai Pemyataan Kesanggup an s::impai deng- ay:i tetapi penge- pemt,ayara,1 KeAnggupa~ - ~esµonsif No 30Tatui Faayanan I I I 

ga ke ad b .k s b ta 10 SPIii b s K 1980 tentang Pendapat I Peraturan an I DisipUPNS Daerah se 
Jawa 

- Sesuai Percia Tengah 
Nomor 10 
Tahun 1984 . 

' i 

I i 
I I 

I 

\ 

/ 

p a c-•.1pan mem- an mem en an um angan an pene pan naan · sesual pem enan um- - erJasama Daera" berikan Sum- Pihak Ketiga (sepuluh} menit Kep1Jub Jateng bangan Pihak Ke- Pengetahuan : Atas Pen- bangan Pihak Nomor 31 Tahun tiga - Teknis jualan Ken- Keti!;a 2. Dealer/sub dealer dengan 2004 Penerim<tan daraan melampirkan fotocopy fa ktur 
Sumbangan Bermotor 2. Faktur penjual penjualan memberikan sum- 2. Tanda Bukti Pem- Kebijakar, . Baru an kendaraan bangan · pihak ketiga melalui bayaran t1>11tang bermotor baru PKP bukan PKE pada Unit 

' ' K~pega~ian 
I 
I 

I 
Pelayanan Pendapa!3n i 

I 
3. Surat Ta11Ja Setor Ketrampilan : 

I 
Daerdh 

menye•c-r- ! 
I - Teknilk 
I 

an 
3. PKP oukan ° KB 

I 
- Pelayanar I 

kan peaerimadn sumbanga<i I Prima 
ke "<::as Daerah 0 r ; -.,insi Jawa Sikap : 
Tengah . Komunikatif 

- Empati 
. Ketelian Kerja 
- Kejujuran 
. Responsif 
- Kerjasama 

. 



hio
JENIS 

PELAYAN 
AN

PERSYARATAN
PROSEDUR 
PELAYANAN

WAKTU 
PENYELESAIAN BIAYA PRODUK

SARANA 
PRASARANA

KOMPETENSI 
PETUGAS

SANKSI

TEMPAT
PETUGAS

WAJIB PAJAK/ 
RETRIBUSI/ 

IUR

13 Sumbangan 
Pihak 
Ketiga atas 
pembelian 
kayu mela­
lui penjual­
an lang­
sung dan 
penjualan 
dengan 
perjanjian 
dari PT. 
PERHUTA­
NI Unit I 
Jawa 
Tengah

Bukti pembelian 
kayu

1. Pengusaha / pembeli kayu 
yang melaksanakan transaksi 
pembelian kayu dari PT. 
PERHUTANI Unit I Jawa Te­
ngah dikenakan SP.III yang 
dipungut oleh PT. PERHU­
TANI yang ditunjuk sebagai 
WAPU

2. WAPU menyetorkan pene­
rimaan SP.III kepada PKP 
bukan PKB pada Unit 
Pelayanan Pendapatan
Daerah setempat

3. PKP bukan PKB menyetorkan 
penerimaan SP.III ke Kas 
Daerah Provinsi Jawa Tengah

Proses pendata­
an sampai deng­
an penetapan 15 
(lima belas) menit

Tidak dipungut bi­
aya tetapi penge­
naan SP.III sesuai 
Perda Nomor 10 / 
1984 dan Kepgub 
Jateng Nomor 60 
Tahun 2002

Tanda bukti 
pembayaran

1. Tanda Bukti Pem­
bayaran

2. Surat Tanda Setor 
an WAPU kepada 
PKP bukan PKB

3. Surat Tanda Setor 
an PKP bukan 
PKB ke Kas Dae­
rah Provinsi Jawa 
Tengah

Pengetahuan:
- Teknis 

Penerimaan 
SP3

KetrampHan:
- Teknilk
- Pelayanan 

Prima
Sikap:
- Komunikatif
- Empati
- Ketelitian
- Kejujuran
- Responsif
- Kerjasama

- PP Nomor
30 Tahun 
1980 tentang 
Peraturan 
Disiplin PNS

- Perda Nomor
10 Tahun 
1984

13 Unit 
Pelayanan 
Pendapat­
an Daerah 
se Jawa 
Tengah

GUBERNUR JAWA TENGAH

. 
NO 

13 

I 

• 

JENIS 
PELAYAN 

AN 

Sumbangan 
Pihak 
Ketiga atas 
pembeUan 
kayu mela-
lui penjual-
an Ieng--
sungdan 
penjualen 
dengan 
perjanjian 
dari PT. 
PERHUTA-
NI Unit I 
Jawa 
Tengah 

PERSYARATAN 

Bukti pembelian 
kayu 

PROSEDUR WAKTU 
PELAYANAN PENYELESAIAN 

1. Penguaaha I pembeli kayu Proses pendata-
yang melaksanakan transaksi an 5ampai deng-
pembelian kayu dari PT. an penetapan 15 
PERHUTANI Unit I Jawa Te- (Hrna belas) menit 
ngah dikenakan SP .Ill yang 
dipungut oleh PT. PERHU-
TANI yang ditwljuk sebagai 
WAPU 

2. WAPU menyetorkan pene-
rimean SP.Ill kepada PKP 
bukan PKB pada Unit 
Pelayanan Peodapatan 
Daerah setempat 

3. PKP bukan PKB menyetorkan 
penerlmaan SP.Ill ke Kas 
Daerah Provinsl Jaws Tengah 

~AYA PRODUK 

Tidak dipungut bl- Tanda bukti 1. 
aya te1api penge- pembayaran 
naan SP.Ill sesual 

2. Perda Nomor 1 O / 
1984 dan Kepgub 
Jateng Nomor 60 
Tahun 2002 3. 

SANKSI 
SARANA KOMPETENSI 

PRASARANA PETUGAS PETUGAS 

Tanda Bukti Pem- Pengetahuan : - PP Nomor 
bayaran - Tekris 30Tahun 

Surat Tanda Setor 
Penelimaan 1980 tentang 
SP3 Peraturan 

an WAPU kepada 
KetrampNan : Dlsiplin PNS 

PKP bukan PKB 
- Teknll< 

1 Perda Nomor 
Surat Tanda Setor · Pelayanan 10 Tahun 
an PKP bukan Prima 19,U 
PKB ke Kas Dae- Sikap: 
rah ProvilllM Jawa - Komunikatif 
Tengah - Empatl 

- Ketelltian 
- KejUjuran 
- Responsif 
- Kerjasama 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

MARDIYANTO 

WA.JIB PAJAK/ 
RETRIBUSI/ 

IUR 

I I ,, 

TEMPAT 

13 Unit 
Pe1ayanan 
Pendapat-
an Daerah 
seJawa 
Tengah 



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA 
TENGAH
NOMOR 54 TAHUJN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

MEKANISME PERMOHONAN PELAYANAN
“DtNAo PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. BAGAN MEKANISME PELAYANAN PAJAK KENDARAAN 3ERMOTOR ( PKB)

>
5

DIPENDA 
PROVINSI 

JAWA TENGAH

Keterangan :

1. Surat Pendaftaran Dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
3. Pembayaran.
4. Penyetoran.
5. Pelaporan.

> Arus dokumen
► Arus uang

" •• • ,fl .. • .. 

LAMPtRAiJ II 
PERATURAN GUBERNUR JAWA 
TENGAH 
NOMOR 'J 4 TAI-ID .N 2006 
TANGGAL 17 Juli 2006 

MEKANISME PERMOHONAN PELAYANAN 
Dii"ASPe~DAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

1. tiAGAN r!iC::KAN1Srl.E PEi....A YANAN FAJP.K KF:NDA?A-\N 3ERMOTOR { PJ{B) 

L.. 

Keterangan: 

DIPENDA / 
POLRi / JASA 

RAHARjA 
( SAMSAT) . 

WAJIB 
PAJP'< 

♦ 

5 

UPPD DIPENDA 
PROVINS! 

JAWATENGAH 

KANTOR KAS 
DAERAH 

PROVINSI 
• J/\WA TENGAl-4 I 

1. Surat Pendafta'ran Dan Pendataan Kendaraan Bennotor (SPPKB). 
2. Surat Ketetapan Pajak Oaerah (SKPO). 
3. Pembayaran. 
4. Penyetoran. 
5. Petaporan. 

---------► Arus dokumen 
------ -- ---- -► Ar'.Ja uang 

5 

DiPE:.NDA 
PROVINSI 

JAWATENGAH 



I

2. BAGAN MEKANISME PELAYANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ( BBN.KB )

A DIPENDA / 
POLRI / JASA 

RAHARJA 
(SAMSAT)

UPPD DIPENDA 
PROVINSI 

JAWA TENGAH

DIPENDA PROVINSI 
JAWA TENGAH5 5

Ketegangan :

X
X

X
X

X
X

X 
X

M KANTOR KAS 
DAERAH 

PROVINSI 
JAWA TENGAH

1. Surat Pendaftaran Dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
3. Pembayaran.
4. Penyetoran.
5. Pelaporan.

■> Arus dokumen
► Arus uang

• 
2. BAGAN MEKANISME PELAYANAN.BEA BALIKNAMA KENDARAAN BERMOTOR ( BBN.KBJ 

DIPENDA/ 
POLRI / JASA 

R.L\HARJA 
______ __..,._... UPPD DIPENDA 

Kete:--angan : 

I ... _t s_A_Ms_A_T_> _ j , 
l 

2 

WAJIB 
PAJAK 

3 

' '\ 

5 

1. Surat Pendaftaran Dan Pendataa11 Kendaraan Bermotor (SPPKB). 
2. Surat Kete~apan Pajak Uaerah (SKPD). 
3. Pembay3,·an. 
4. Pen;etoran. 
5. Pelaporan. 

_____ ,..._. Arus dokumen 

-------------► Arus uang 

PRO\/INSI 
. JAWA TENGAH 

KANTORKAS 
DAERAH 

PROVINS! 
JAWATENGAH 

5 

I 
DIPENDA PROVINSI 

J/\V'wA TEMGA~I 



» » »

3. BAGAN MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)

Keterangan:

1. Data Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) per Kabupaten / Kota
2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPTPD PBB KB)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor (SKPD PBB KB)
4. Surat Setoran Pajak daerah (SSPD)
5. Data Penjualan Sub Pompa Bensin Untuk Umum (SPBU)
6. Laporan Penjualan BBKB di SPBU dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dipenda 

------------------------ Arus dokurnen
.......... .................. ► Arus uang

• 

3. BAGAN MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) 

Keterangan : 

PERTAMINA 

4 
I • 

K.6.NTOR K.,AS 
DAERAH 

PROVINSI 
JAWATENGAH 

2 ~·~ ---~•·-.,\ 

' ..,. ____ I 
DIPENDA PROVINSI 

JAWATENGAH 

3 '~----

SPBU 

1. D==ita Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) per Kabupaten / KotA 
2. Surat Pembenta~uan Pajak Daerah Pa~k Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPTPD PBC KB) 
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bahan Bakar kendaraan Ber.motor (SkPD PBB KB) 
4. Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) 
5. Data Penjualan Sub Pompa Bensin Untuk Umum (SPBU) 
6. Laporan Fenjuab:m BBKB di SPBU dari Unit Pelayanan Pc, ,dapetan Daerah (UPPfl) Dipenda 

-----....;►..... Arus dokurnen 
-------------► Arus uang 

II 

I , 

5 

6 

UP!) D 
DIPENDA 
PROVINSI 

JAWATENGAH 

l 



H

4. BAGAN MEKANISME PELAYANAN PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH ( P2ABT )

DIPENDA PROVINSI 
JAWA TENGAH

UPPD DIPENDA 
PROVINSI JAWA TENGAH

i■ o
6

KANTOR KAS 
DAERAH 

PROVINSI 
JAWA TENGAH

Keterangan :

1. Berita Acara Pengambilan Air Bawah Tanah (ABT)
2. Data Pengambilan ABT Nilai Perolehan Air (NPA)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
4. Pembayaran
5. Penyetoran
6. Pelaporan

> Arus dokumen
> Arus uang

• 

4. BAGAN MEKANISME PELAYANAN PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH ( P2ABT) 

BPPE D:STAMBEN 
PROVJATENG 

I'-----
2 ------► I 

r
l 

Keterangan : 

I 

WAJIB 
PAJAK 

1. Berna Acara Pengambtlan Air Bawah Tanah (ABT) 
2. Data Pengambitan ABT Ntlai Perorehan Air (NPA) 
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
4. Pembayaran 
5. Penyetoran 
6. Pelapor~n 

-------► Arus dokumen 
-------- ---- -► Arus uang 

,,. ,,. 
,,. 

,,."' 

,.,.,, 
,.,"' 

UPPD DIPENDA 
PRO'JINSI JAWA TENGAH 

.,,.,, I 
I 

I 5 
I 
I 
f 

t 
KANTORKAS 

DAER.AH 
PROVINSI 

JAWATENGAH 

,,. . . . 

D1PENDA PROVINSI 
JAWATENGAH 

; . 
j ___ ___,6 

I 



*

5. BAGAN MEKANISME PELAYANAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN ( P3AP)

Keterangan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berita Acara Pengambilan Air Permukaan (AP) 
Data Pengambilan AP Nilai Perolehan Air (NPA) 
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
Pembayaran
Penyetoran 
Pelaporan

■> Arus dokumen
> Arus uang

5, BAGAN MEKANISME PELAYANAN PMAK PENGAMBILAN uAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN ( P3AP) 

BALAI PSDA PRO'/INSI 
:,AVVA TENCAH 

1 
_ _... [_\·,_O_IP_E_N_D_A_PROVINSI - JAWA TENGAH 

I 
2 UPPD DIPENDA '--· ______ _.► PROVIN31 JAWA TENGAH 

6 r---
1 13 

' r w-----, 
WAJIB 

• PAJAK 

~eterangan : 

1. Berita Acara Pengambilan Air Permukaan (AP) 
2. Data Pengamb:lan AP Nilai Perolehan Air (NPA) 
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
4. Pembayaron 
5. Penyetoran 
6. Pelaporan 
-----.... 1111 Arus dokumen 
---- ---------► Arus uang 

,,, ,,,. 

,, ,,,.,' 4 

,, 
,"' 

........... " 
..... 

I 
I 

+ 

5 

KANTOR KAS 
DAERAH 

PROVINSI 
JAWATENGAH 



6. BAGAN MEKANISME PELAYANAN PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR ( PKAA )

DIPENDA 
PROVINSI 

JAWA TENGAH

i

1. Data Pemilik Kapal
2. Daftar Pemilik Kapal
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
4. Pembayaran
5. Penyetoran.
6. Pelaporan.

------------------------► Arus dokume.. 
-----------------------> Arus uang

6. B.'\GAN MEKANISME PELAYANAN PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR ( PKAA) 

DINAS PERHUBUNGAN / DINAS 
PERIKANAN DAN KELAUTAN 

PRO'ilf~SI Jf'....\"JA TEMGAH 

Keteranqan: 

1. Data Pemilik Kapal 
2. Oaftar Pemilik Kapal 

WAJIB 
PAJAK 

3. Surat Ketetapan Pajak Oaerah (SKPD) 
4. Pernbayaran 
5. Penyetoran. 
6. Pelaporan. 

--------► Arus dokLtrne .. 
---------~ ---► Aru3 uar.g 

, , 
, , 
, 

, , , , , , 
/4 

, , , 

,. 
UPPD 

DIPENDA 
PROVINSI 

JAWATENGAH 
I 

I 
I 

- I 
) I 

I 
I 
I • 

KANTOR KAS 
DAERAH 

PRQVINSI 
JAWATENGAH 

DIPENDA 
· · ~ . PROVINSI 

/. JAWA TENGAH 

/ . 6 ----------------



7 BAGAN MEKANISME PELAYANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DIATAS AIR ( BBNKAA }

UPPD 
DIPENDA 
PROVINSI 

JAWA TENGAH

i
i
i
i
i
i
i

▼

KANTOR KAS 
DAERAH 

PROVINSI 
JAWA TENGAH

DIPENDA
PROVINSI 

JAWA TENGAH

Keterangan:

1. Data Pemilik Kapal
2. Daftar Pemilik Kapal
3. Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD)
4. Pembayaran
5. Penyetoran.
6. Pelaporan.

> Arus dokumen
► Arus uang

7. BAGAN MEKANISME PELAYANAN BEA BAUK NAMA KENDARAAN DIATAS AIR ( BBNKAA 1 

DINAS PERHUBUNGAN / DINA$ 
PERIKANAN DAN KELAUTAN 

PROVlNSI JAWA TENGAH 

Keterangan : 

1 . Data Pemilik Kapal 
2. Daftar Pemilik Kapel 

WAJtB 
PAJAK 

3. Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) 
4. Pembayaran 

· 5. Penyetoran. 
6. Pelaporan. 
-----•► Arus dokumen 
--- --------- -► Arus uang 

, ,, ,, 

, , 
, 

, 
L , 

U?PD 
DIPENOA 
PR«.;ViNS! 

JAWATENGAH 

5 
I ... 

KANTOR.KAS 
DAERAH 

PROVINSI 
JAWATENGAH 

i'JIPENDA .. 
PROV1NS1 ~ ,~\ 

. JAWA TENGA~ ' 



*8. BAGAN MEKANISME PELAYANAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2
1

Ai 
■i 

3 ;
i 
i 
i 
L▼

r

r
KANTOR KAS DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH

£
WAJIB RETRIBUSI

KETERANGAN :
1. Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pemakaian Kekayaan Daerah
3. Pembayaran
4. Penyetoran
5. Pelaporan

Arus Dokumen

■ ► Arus Uang

8. BAGAN MEKANISME PF.LAYANAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

KETERANGAN : 

DINAS PENCAPATAN DAERAH 
PROVINS! JAWA ~ENGAH 

.. ~ 

' ~ 

UPPD DIPENDA PROVINSI 

~ 

1 I 
I 

JAWATENGAH 

2 

A 
I 
·t 

3 : 
' I 
I 

WAJIB RETRIBUSI 

--------
1. Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pemakaian Kc,i<ayaan Dattrah 
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pemakaian Kekayaan Daerah 
3. Pembayaran 
4. Penyetoran 
5. PelalJoran 

-----►• Arus Dokumen 

-----------► Arus Uang 

_[D 

[ 
KANTOR KAS DAERAH 

PROV:NSI JAWA TENGAH _J 



9. BAGAN MEKANISME PELAYANAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN

KANTOR KAS 
DAERAH PROVINSI 

JAWA TENGAH

KETERANGAN:
1. Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pelayanan Tempat Pelelangan Hasil Hutan
2. Penetapan Retribusi
3. Pembayaran
4. Penyetoran
5. Pelaporan

> Arus Dokumen

► Arus Uang

9. BAGAN MEKANtSME PELAYANAN RETRIBUSI TEMPAT Pt:LELANGAN HASIL HUTAN 

O~yek Retribus' I 
Tempc1t Pelelangnn Hasil I 

Hutan __J 

KETERANGAM: 

~ DINAS FENDAPATAN DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH .. 

I 

5 

UPPD DIPENDA PROViNSI 
JAWATENGAH 

i 2 3 
.,, 

4 

,-----------'----------

WAJIB RETRl6USI 

1. Wajib R~tribusi mengajukan permohonan Pelayanan Tempat Pefelangan Hasil Hutan 
2. PPnetapan Retribusi 
3. Pembayaran 
4. Penyetoran 
5. Pelaporan 

------i►• Arus Dokumen 

------------► Arus Uang 

·KANTOR KAS 
nAERP.J~ PROViNSt I 

JAV'!A TEl\iGAH _ 



10. BAGAN MEKANISME PELAYANAN RETRIBUSI JASA KETATAUSAHAAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH

Obyek RPJK
1. SKFAD
2. SKFPD
3. SPPKB
4. SK Pengurangan

i

5

k

UPPD DIPENDA PROVINSI 
JAWA TENGAH

i

1

‘ 4
2 ! 3

t
i
> 5r ' ■ ■■ 1 r

KETERANGAN:

4

----------------X \
—-------------s-------------------------

KANTOR KAS
* DAERAH PROVINSI 

, I JAWA TENGAH
✓ 1

i

WAJIB RETRIBUSI
—

___ _____ "—

1. Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pelayanan Jasa Ketata Usahaan
2. Pembayaran
3. Penempelan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi /
4. Penyetoran
5. Pelaporan

>. Arus Dokumen

► Arus Uang

. . 
' 

• 

10. BAGAN McKANISME PELAYANAN RETRIBUSI JASA KETATAUSAHAAN 

Obyek RPJK 
1. SKFAD 
2. SKFPD 
3. SPPKD 
A SK Pe:igurangan 

DINAS PENDAPATAN DAERAH 
PROVINS! JAWA TENGAH 

t 
5 I 

I 

UPPD DIPENDA PROVINS! 
JAWA TENGAH 

H 

2 3 
. 1 

W.AJIB RETRIBUSI 

4 
,,. ,,. 

KANT'OR KAS 
OAERAH PROVINGl 

JAWATENGAH 

KETEP.ANGAN: 

7 IJ .w ________ _____. 

1. Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pe~ayanan Jasa Ketata Usahaan 
2. Pembayaran 
3. Penempelan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi 
4: Penyetoran 
5. Pelaporan 
-----► _ Arus Dokumen 

-----------► Arus Uang 

/ 



11. BAGAN MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR BARU

DIPENDA PROVINSI 
JAWA TENGAH

\__________________________________ >
▲

6

3

________  ( DEALEF!^)

- k

UPPD DIPENDA
PROVINSI 

JAWA TENGAH
F

▲
2;I

t;
( KANTOR KAS

DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH

KANTOR 
SAMSAT

A

y

PEMBElI

KETERANGAN :

1. Faktur
2. Pembayaran
3. Pendaftaran
4. Pelaporan
5. Penyetoran
6. Pelaporan

Arus Dokumen— p.

Arus Uang

11. BAGAN MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN ?IHAK KETIGA ATAS PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR BARU 

KETERANGAN: 
1. Faktur 
2. Pembayaran 
3. Pendaftaran 
4. Pelaporan 
5. Penyetoran 
6. . Pelaporan 

. . 

~ 

~ 

4 

3 

i..........a.l __ ~_~_1_~_~_ .... I ___ I-------- c 

Arus Dokumen 

--------------➔ Arus Uang 

DIPENDA PROVINS! 1 
JAWATENGAH 

a 
6 

UPPD :JIPENDA 
?ROVINSI 

JAWATENGAH 

.. 
r 

2' I 
' 

DEALER 

1 

PEMBELl~Ll 

5 V-P, ~TOR KA.S 
DAERAH PROVINS! 

JAWATENGAH 



12. MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PT. PERHUTANI (Persero) UNIT I JAWA TENGAH

lI

3 KANTOR KAS 
DAERAH PROVINSI 

JAWA TENGAH
<_____________________ 7

A
1 •i

KETERANGAN :

1. Pembayaran

2. Penyetoran

3. Penyetoran

4. Pelaporan

----------------------- ► Arus Dokumen
_____________^^5 |jang

PEMBELI

GUBERNUR JAWA TENGAH

MARDIYANTO

12. MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PT. PERHUTANI (Persero} UNIT I JAWA TENGAH 

KETERANGAN: 

1. Pembayaran 

2. Penyetoran 

3. Penyetoran 

4. Pelaporan 

► 
-------------► 

Arus Dokumen 

Arus Uang 

... 

DIPENDA PROVINSI 
JAWATENGAH 

H 

4 

UPPD DIPENDA 
PROVINSI 

JAWATENGAH 

• 

I 

I 
1 I 

I 
I 

., 

3 _..,. ________ ► 

[ PEMB_E_u __ [D 

KANTORKAS 
DAERAH PROV1NSI 

JAWATENGAH 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

MARDIYANTO 



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 54 TAHUM 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADUAN PELAYANAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KELUHAN DARI MASYARAKAT 
PENGGUNA JASA <

DISETUJUI
ANALISA 
MASALAH > DITOLAK

▼

TINDAK LANJUT 
(PEMECAHAN DAN PENYELESAIAN)

GUBERNUR JAWA TENGAH

DIYANTO

LAMPIRAN Ill 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 54 TAI-m~ 2006 
TANGGAL 1i7 J'uli 2006 

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADUAN PELAYANAN 
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

KELUHAN DARI MASYARAKA T 
PENGGUNAJASA 

PETUGAS / SUB BAGIAN 
UMUM 

TIM PENAMPUNG DAN 
PENYELESAIAN PENGADUAN 

MASYARAKAT 

DISETUJUI 1 ~◄--

l 
ANALISA 
MASALAH .. I DITOLAK 
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